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PEDOMAN PENOEWLAAN KEUANGAN DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI WAKATOBI, 
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu 
ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Desa; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Desa; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten 
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi 
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 

3. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
'Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4846); 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI WAKATOBI 
NOMOR 42 TAHUN 2019 

BUPATI WAKATOBI 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 
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6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesian 
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 5495); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undan.g-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nornor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
11 Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6321); 

9. Peraturan Pemerintab Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5864); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
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PEDOMAN 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG 
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Tndonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
611); 

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 
2020; 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
193/PMK.07 /2018 tentang Pengelolaan Dana Desa 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor1838); 

15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 
1); 

16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerab Kabupaten 
Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5); 

1 7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Wakatobi Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 
2018 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 
2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi 
Tahun 2018 Nomor 7); 
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4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya 
disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten WakatobL 

5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perernpuan, Perlindungan 
Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 
Wakatobi. 

6. Camat adalah pimpinan di wilayah kerja Kecamatan dalam 
wilayah Kabupaten Wakatobi. 

7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat 
Daerah Kabupaten Wakatobi. 

8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai 
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan 
rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau bak tradisional 
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Repu blik Indonesia. 

10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Repu blik Indonesia. 

11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 

12. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD 
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang 
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan 
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang 
selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa yang karena 
jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan 
keseluruhan pengelolaan keuangan Desa. 

14. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya 
disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan 

3. 

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
Bupati adalah Bupati Wakatobi. 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi. 
2. 

Pasal 1 

BABI 
KETENTUAN UMUM 
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pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa 
yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD. 

15. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan 
sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan 
tugas sebagai koorclinator PPKD. 

16. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur adalab perangkat 
Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa 
yang menjalankan tugas PPKD. 

17. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalab perangkat 
Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang 
menjalankan tugas PPKD. 

18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang 
selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan 
Pembangunan Desa untukjangka waktu 6 (enam) tahun. 

19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP 
Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya 
disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah 
Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya 
disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan desa. 

23. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang 
meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, 
pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa. 

24. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang 
dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan 
barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan 
kewajiban Desa. 

25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat 
DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, 
anggaran yang disediakan, clan rencana -penarikan dana untuk 
kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang 
telah ditetapkan dalam APB Desa. 

26. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, yang selanjutnya 
disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubaban 
rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana 
penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan 
berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan 
APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa. 

27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan, yang selanjutnya 
disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, 
anggaran dan rencana penarikan dana urrtuk kegiatan lanjutan 
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yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran 
sebelumnya. 

28. Pengadaan Barang/Jasa Desa, yang selanjutnya disebut dengan 
pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh 
barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui 
swakelola dan/atau penyedia barang/jasa. 

29. Rencana Anggaran Kas Desa, yang selanjutnya disebut RAK 
Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus 
kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari 
rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran 
berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa. 

30. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana 
perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

31. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa 
yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan 
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, 

32. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN 
adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang 
ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum 
Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan 
membayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank Sentral. 

33. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD 
adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang 
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan 
daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerab pada bank 
yang ditetapkan. 

34. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disebut RKD adalah 
rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang 
menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk 
membayar seluruh pengeluaran Desa dalam l (satu) rekening 
pada Bank yang ditetapkan. 

35. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat 
SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran 
anggaran selama satu periode anggaran. 

36. Kelompok Transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. 

37. Penerirnaan Desa adalah uang yang bernsal dari seluruh 
pendapatan desa yang rnasuk ke APB Desa melalui rekening kas 
desa. 

38. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APB Desa 
melalui rekening kas desa. 
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39. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan 
desa dengan belanja desa. 

40. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP 
adalab dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung 
jawab atas pelaksanaan kegiatan untuk mengajukan permintaan 
pembayaran. 

41. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang 
ditetapkan oleh Kepala Desa sete]ah dibahas dan disepakati 
bersama Badan Permusyawaratan Desa. 

42. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan 
yang ditetapkan oleh Kepala Desa. 

43. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa 
adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya 
dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang 
berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola 
aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya 
kesejahteraan masyarakat Desa. 

44. Rencana Anggaran Biaya, yang selanjutnya disingkat RAB 
adalah dokurnen yang memuat pendapatan, belanja dan 
pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan 
kegiatan. 

45. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 
Desa sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada 
suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan 
pengerahan sumber daya baik yang berupa personil {sumber 
daya manusia), barang modal tennasuk peralatan dan teknologi, 
dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber 
daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan 
keluaran (output) dalam. bentuk barang/jasa. 

46. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang 
maupun barang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa 
berdasarkan aturan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

47. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar 
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik 
pada tahun anggaran yang bersangkutan rnaupun pada tahun 
tahun anggaran berikutnya. 

48. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai 
kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat 
dipenuhi dalam satu tahun anggaran. 

49. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup 
dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan 
masyarakat Desa. 
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Pasal 3 
(1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa 

dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. 

BAB III 
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

Pasal 2 

(1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas: 
a. transparan; 

b. akuntabel; 
c. partisipatif; 

d. tertib; dan 
e. disiplin anggaran. 

(2) Asas transparan sebagaimana climaksud pada ayat (1) huruf a, 
adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat 
untuk mengetabui dan mendapatkan akses informasi seluas 
Juasnya tentang keuangan desa. 

(3) Asas akuntabel sebagaimana climaksud pada ayat (1) huruf b, 
adalab harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun 
manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum 
pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip 
prinsip serta ketentuan yang berlaku. 

(4) Asas partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat {l) huruf c, 
adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif 
dalam proses perencanaan. 

(5) Asas tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalab 
keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang 
didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

(6) Asas disiplin anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf e, adalah pendapatan yang direncanakan harus dapat 
terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber 
pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan 
batas tertinggi pengeluaran belanja dan didukung dengan 
adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang 
cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum 
dan/ atau tidak tersedia anggarannya. 

(7) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1), dikelola dalam masa 1 ( satu) tab un anggaran mu lai tanggal 1 
Januari sampai dengan 31 Desember. 

BAB I1 
ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 
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Pasal 5 

(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, 
bertugas sebagai koordinator PPKD. 

(2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
mempunyai tugas: 
a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 

APB Desa; 
b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan 

rancangan perubahan APB Desa; 
c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa 

tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; 

d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala 
Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan 
Penjabaran APB Desa; 

e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang 
menjalankan tugas PPKD; dan 

f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa 
dal.am rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. 

Pasal 4 
PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas: 
a. Sekretaris Desa; 
b. Kaur dan Kasi; dan 
c. Kaur Keuangan. 

(2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), mempunyai kewenangan: 
a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa; 
b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik 

Desa; 
c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas 

be ban APB Desa; 
d. menetapkan PPKD; 
e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL; 
f. menyetujui RAK Desa; dan 
g. menyetujui SPP. 

(3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan 
sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD. 

( 4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD 
ditetapkan dengan keputusan kepala Desa. 
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Pasal 7 
(1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat dibantu oleh tim yang 
melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena 
sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri. 

(2) Tim sebagaimana climaksud pada ayat (1) berasal dari unsur 
perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/ atau 
masyarakat, yang terdiri atas: 

Pasal 6 
(l) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b 

bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran. 
(2) Kaur sebagaimana di.maksud pada ayat ( l) terdiri atas: 

a. Kaur tata usaha dan umum; dan 
b. Kaur perencanaan. 

(3) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. Kasi pemerin tab an; 
b. Kasi kesejahteraan; dan 
c. Kasi pelayanan. 

(4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 
tugas: 
a. melaku kan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas 

beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya; 
b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya; 
c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya; 
d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya; 
e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas 

pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam 
bidang tugasnya; dan 

f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang 
tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB 
Desa. 

(5) Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan 
bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalarn RKP Desa. 

(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris 
Desa mempunyai tugas: 

a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL; 

b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan 
c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dao 

pengeluaran APB Desa. 
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Pasal 9 
(1) APB Desa disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan 

pemerintahan Desa dan kemampuan penerimaan Desa. 
(2) Penyusunan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

berpedoman pada RKP Desa dalam rangka mewuj udkan 
pernbangunan desa yang mencakup bidang penyelenggaraan 
pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, 
pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa, 
penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. 

(3) Penyusunan RKP Desa sebagaimana climaksud pada ayat (2) 
berpedoman pada RPJM Desa. 

(4) APB Desa, Perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

(5) Seluruh pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa 
dianggarkan secara bruto dalam APB Desa. 

(6) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam 
masa 1 (satu) tahun anggaran mulai 1 Januari sampai tanggal 
31 Desem her. 

BAB IV 
APB Desa 

Pasal 8 
(1) Kaur keuanga.n sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c 

melaksanakan fungsi kebendaharaan. 
(2) Kaur keuanga.n sebagaimana climaksud pada ayat (1), mempunyai 

tugas: 
a. menyusun RKA Desa; dan 
b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima 

menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan 
pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa. 

(3) Kaur keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan 
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa. 

a. ketua; 

b. sekreta.ris; dan 

c. anggota. 
(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu 

pelaksana kewilayahan/ kepala dusun. 
(4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cliusulkan 

pada saat penyusunan RKP Desa. 
(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui 

Keputusan Kepala Desa. 
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Pasal 12 
(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 

(1) huruf a, yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun 
anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan 
oleb Desa. 

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri 
atas kelompok: 
a. pendapatan asli Desa; 
b. transfer; dan 
c. pendapatan lain. 

(3) Kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis: 
a. hasil usaha; 
b. hasil aset; 
c. swadaya, partisipasi dan gotong-royong: dan 
d. pendapatan asli Desa lain. 

Bagian Kedua 
Pendapatan 

Pasal 11 

Pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa diberi kode 
rekening. 

( 1) APB Desa terdiri dari: 
a. pendapatan Desa; 
b. belanja Desa; dan 
c. pembiayaan Desa. 

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, objek pendapatan. 

(3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis 
belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja. 

(4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan. 

(5) Kode rekening bidang, sub bidang dan kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 10 

Bagian Kesatu 
Struktur APB Desa 
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Pasal 13 
(1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 

(2) huruf b, terdiri atas jenis: 
a. dana desa; 
b. bagian dari basil pajak daerah dan retribusi daerah; 
c. alokasi dana desa; 
d. bantuan keuangan dari APBD Provinsi; dan 
e. bantuan keuangan dari APBD Kabupaten. 

(2) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten 
sebagaimana ctimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat 
bersifat umum dan khusus. 

(3) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana climaksud pada 
ayat (2) dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam 
ketentuan penggunaan paling sedikit 70"/o (tujuh puluh persen) 
dan paling banyak 30o/o (tiga puluh persen). 

(4) Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30°/o 
(tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 
belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan 
dengan ketentuan : 
a. paling sectikit 70o/o (tujuh puluh persen) dari jumlah 

anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai 
penyelenggaraan pemerintahan desa. pelaksanaan 
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan 
pemberdayaan masyarakat desa, penanggulangan bencana, 
keadaan darurat dan mendesak desa; dan 

b. paling banyak 30% (tiga puluh persen] dari jumlah anggaran 
belanja Desa digunakan untuk: 

(4) Hasil usaha desa sebagalmana dimaksud pada ayat (3) huruf a 
antara lain bagi hasil BUM Desa 

(5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara 
lain: 
a. tanah kas Desa; 
b. tambatan perahu; 
c. pasar Desa; 
d. tempat pemandian umum; 
e. jaringan irigasi; dan 
f. hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan 

hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa. 
(6) Swadaya, partisipasi dan gotong-royong sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) huruf c adalah penerimaan yang berasal dari 
sumbangan masyarakat Desa. 

(7) Pendapatan asli Desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf d antara lain hasil pungutan desa. 
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Pasal 16 
( 1) Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang: 

a. penyelenggaraan pemerintahan Desa; 
b. pelaksanaan pembangunan Desa; 
c. pembinaan kemasyarakatan Desa; 
d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan 
e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak 

desa. 
(2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan 
sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam 
RKPDesa. 

(3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk 
penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang 
terjadi di Desa. 

Pasal 15 
( l) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat ( 1) 

huruf b, meliputi semua pengeluaran yang merupakan 
kewajiban desa dalam l (satu) tahun anggaran yang tidak akan 
diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. 

(2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan 
desa. 

Bagian Ketiga 
Belanja 

Pasal 14 

(1) Kelompok pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
12 ayat (2) huruf c terdiri atas: 
a. penerimaan dari hasil kerja sama Desa penerimaan dari 

bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa; 
b. penerimaan dari hibah dan surnbangan dari pihak ketiga; 
c. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang 

mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun 
anggaran berjalan; 

d. bunga bank; dan 
e. pendapatan Jain Desa yang sah. 

1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan 
Perangkat Desa; 

2. tunjangan dan operasional BPD; dan 
3. insentif Kepala Dusun. 
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a. penanggulangan bencana; 
b. keadaan darurat; dan 
c. keadaan mendesak. 

(5) 

Pasal 17 
(1) Klasitikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 

( 1) huruf a dibagi dalam sub bidang: 
a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan 

operasional pemerintahan Desa; 
b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa; 
c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan 

kearsipan; 
d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan 

pelaporan; dan 
e. pertanahan. 

(2) Klasiftkasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 
(1) huruf' b dibagi dalam sub bidang: 
a. pendidikan; 
b. kesehatan; 
c. pekerjaan um.um dan penataan ruang; 
d. kawasan permukirnan; 
e. kehutanan dan lingkungan hidup; 
f. perhubungan, komunikasi dan informatika; 
g. energi dan sumber daya mineral; dan 
h. pariwisata. 

(3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 
( 1) huruf c dibagi dalam sub bidang: 
a. ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat; 
b. kebudayaan dan kegamaan; 
c. kepemudaan dan olahraga; dan 
d. kelembagaan rnasyarakat. 

(4) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 
( 1) huruf d dibagi dalam sub bidang: 
a. kelautan dan perikanan; 
b. pertanian dan peternakan; 
c. peningkatan kapasitas aparatur Desa; 
d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga; 
e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah; 
f. dukungan penanarnan modal; dan 
g. perdagangan dan perindustrian. 
Klasifikasi bel.anja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 
(1) huruf e dibagi dala.m sub bidang: 
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Pasal 21 

(1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 
huruf b digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan 
barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) 
bulan. 

Pembayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
dan kemampuan APB Desa. 

(4) 

Pasal 20 
(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, 

dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, 
penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala 
Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD. 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa. 

(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. 

Pasal 19 
.Jenis Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), terdiri 
atas: 
a. belanja pegawai; 
b. belanja barang/jasa; 
c. belanja modal; dan 
d. belanja tak terduga. 

Pasal 18 
(1) Sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) 

sampai dengan ayat (4) dibagi dalam kegiatan. 
(2) Daftar kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menggunakan bahasa Indonesia dan dapat disesuaikan dengan 
bahasa daerah dengan kode rekening yang sama. 

(3) Pemerintah Daerah dapat menambahkan kegiatan yang tidak 
tercantum dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dengan memberikan kode 90 sampai dengan 99. 

(4) Pemerintah Daerah dapat menambahkan kegiatan penerirnaan 
lain Kepala Desa dan perangkat Desa dengan kode rekening 90 
sampai dengan 99 yang anggarannya dialokasikan dari hasil 
pengelolaan tanah desa dan/atau bantuan khusus pada sub 
bidang sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a. 

(5) Penambahan kegiatan sebagairnana dimaksud pada ayat (4) 
tidak diterapkan dalarn ketentuan penggunaan paling banyak 
30°/o (tiga puluh persen) sebagairnana diatur dalam ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 23 
(1) Belanja tak terduga sebagairnana dimaksud daJam PasaJ 19 

huruf d merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang 
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keaclaan 
mendesak yang berskala lokal Desa. 

(2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan 
bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai 
berikut: 
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah 

Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; 
b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan 
c. berada di luar kendaJi pemerintah Desa. 

(3) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) merupakan upaya tanggap 
darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial. 

(4) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya penanggulangan 
keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau 
terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana 
akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya 
pelayanan dasar masyarakat. 

(5) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya 
pernenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat 
miskin yang mengalami kedaruratan. 

Pasal 22 
(l) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, 

digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai 
manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset. 

(2) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa. 

(2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digunakan antara lain unruk: 
a. operasionaJ pemerintah Desa; 
b. perneliharaan sarana prasarana Desa; 
c. kegiatan sosiaJisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis; 
d. operasional BPD; dan 
e. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat. 

(3) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan untuk 
menunjang pelaksanaan kegiatan Desa. 
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(4) 

Pasal 25 
(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 

(1) huruf c merupakan semua penerimaa.n yang perlu dibayar 
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik 
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun 
anggaran berikutnya. 

(2) Pembiayaan Desa sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) terdiri 
atas kelompok: 
a. penerimaan pembiayaan; dan 
b. pengeluaran pembiayaan. 

(3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a, mencakup: 
a. SiLPA tahun sebelumnya; 
b. pencairan dana cadangan; dan 
c. basil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali 

tanah dan bangunan. 
SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling 
sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap 
belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang 
belurn selesai atau Ianjutan. 

Bagian Keempat 
Pembiayaan 

Pasal 24 
(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk 

penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesa.k. 
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga. 
(3) Pemerintah Desa dapat mela.kukan kegiatan penanggulangan 

bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia 
anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan 
peraturan Desa tentang perubahan APB Desa. 

(4) Kegiatan sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) harus memenuhi 
kriteria: 
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah 

Desa clan tida.k dapat diprediksi sebelumnya; 
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa; 
d. memiliki da.mpa.k yang signifikan terhadap anggaran dalam 

rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar 
biasa dan/atau permasalahan sosial; dan 

e. berskala lokal Desa. 
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(5) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf b digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana 
cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan 
pembiayaan dalam APB Desa. 

(6) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf c dicatat dalam penerimaan 
pembiayaan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. 

Pasal 26 
( 1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

25 ayat (2) huruf b, terdiri dari: 
a pembentukan dana cadangan; dan 
b. penyertaan modal. 

(2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai 
kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus 
dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. 

(3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

(4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling 
sedikit memuat: 
a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan; 
b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana 

cadangan; 
c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus 

dianggarkan; 
d. sumber dana cadangan; dan 
e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. 

(5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, 
kecuali dari penerimaan yang penggunaannya teJah ditentukan 
secara kbusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(6) Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana 
Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas 
bersamaan dengan pembahasan Rancangan Peraturan Desa 
tentang APB Desa. 

(7) Penetapan rancangan Peraturan Desa tentang Pernbentukan 
Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan 
oleh Kepala Desa bersamaan dengan penetapan rancangan 
Peraturan Desa tentang APB Desa. 

(8) Pernbentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) buruf a ditempatkan pada rekening tersencliri. 

(9) Penerimaan basil bunga/deviden rekening dana cadangan 
dicantumkan sebagai penambah dana cadangan berkenaan 
dalam daftar dana cadangan pada Lampiran Rancangan 
Peraturan Desa tentang APB Desa. 
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(6) 

a. uang; 
b. barang; 
c. hak pakai tanab dan/atau bangunan aset desa; 
d. bantuan pemerintah; 
e. bantuan pemerintah daerab provinsi dan kabupaten; 
Bantuan pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) huruf d dan huruf e, disalurkan melalui 
mekanisme APB Desa. 
Penyertaan modal pada BUM Desa dan/atau BUM Desa 
Bersama melalui proses analisis kelayakan usaha, antara lain: 
a. kelayakan sosial ekonorni; 
b. kelayakan pasar dan pemasaran; 
c. kelayakan teknis dan teknologi; 
d. aspek manajemen dan SDM ; 
e. aspek politis; 
f. aspek lingkungan; dan 
g. aspek hukurn. 

(7) 

Pasal 27 
(1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 26 

ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan kekayaan 
Pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk 
meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada 
masyarakat. 

(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan 
dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa. 

(3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam 
bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual. 

(4) Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis 
kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Penyertaan modal pada BUM Desa dan/atau BUM Desa 
Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: 

(10) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa 
jabatan Kepala Desa. 

(11) Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai 
kegiatan lain di luar yang telah ditetapkan dalam Peraturan 
Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan. 

(12) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah 
selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka 
dana cadangan yang masih tersisa pada rekening dana 
cadangan dipindahbukukan ke rekening kas Desa. 
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Pasal 30 
(1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaim.ana dimaksud dalam Pasal 

29 dilakukan dengan Basis Kas, 

(2) Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan 
dari rekening kas Desa. 

Pasal 29 
Pengelolaan keuangan Desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. 

BAB V 
PENGELOLAAN 

Bagian Kelima 
Kode Rekening Penganggaran APB Desa 

Pasal 28 
(1) Dalam penyusunan APB Desa, pos pendapatan desa, pos belanja 

desa dan pos pembiayaan desa, harus mencantumkan kode 
rekening. 

(2) Kode pendapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang 
digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun 
pendapatan, kode akun belanja dan kode akun pembiayaan. 

{3) Kade pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang 
digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun, kode 
kelompok, kode jenis, kode objek dan kode rincian objek. 

(4) Kade belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang 
digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun, kode 
jenis, kode objek dan kode rincian objek. 

{5) Kode pem.biayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang 
digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun, kode 
kelornpok, kode jenis, kode objek dan kode rincian objek. 

{6) Untuk tertib penganggaran kode sebagaim.ana dimaksud pada 
ayat (3), ayat (4) dan ayat {5) dihimpun menjadi satu kesatuan 
kode anggaran yang disebut kode rekening. 

(7) Urutan kode rekening belanja dalam APB Desa dimulai dari kode 
akun belanja, kode bidang, kode program, kode kegiatan, kode 
kelompok, kode jenis, kode objek dan kode rincian objek. 

(8) Kode rekening pendapatan, belanja dan pembiayaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam La.rnpiran 
TI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

(8) Penyertaan modal pada BUM Desa dan/ atau BUM Desa 
Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan 
dengan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUM Desa. 



Hkmsetdawk:tb 019185 
22 

Pasal 32 
( 1) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan 

Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun 
berkenaan. 

(2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa 
tentang APB Desa kepada Kepala Desa. 

(3) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) disampaikan Kepala Desa kepada BPD 
untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah 
Desa. 

(4) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan 
Oktober tahun berjalan. 

(5) Dalam haJ BPD tidak rnenyepakati rancangan Peraturan Desa 
tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pernerintah 
Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan 
pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa 
dengan rnenggunakan pagu tahuo sebelumnya. 

Pasal 31 
( 1) Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan 

perencanaan penerimaan dan pengeluaran pernerintahan Desa 
pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB 
Desa. 

(2) Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka 
meliputi RPJM Desa dan RKP Desa. 

(3) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan 
dengan Peraturan Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) 
bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa. 

(4) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat visi 
dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan desa serta 
rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan 
pernerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan 
kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, 
penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. 

(5) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan 
penjabaran dari RPJM Desa. 

(6) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan 
dengan Peraturan Kepala Desa. 

Bagian Kesatu 
Perencanaan 

(3) Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan 
menggunakan sistem inforrnasi yang dikelola Kementerian 
Dalarn Negeri .. 
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Pasal 35 

Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang 
APB Desa kepada Camat. 

Pasal34 
(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) disampaikan Kepala Desa 
kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 {tiga) hari sejak 
disepakati untuk dievaluasi. 

(2) Carnat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan 
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang ,-\PB Desa. 

(3) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan 
dokumen paling sedikit meliputi: 
a. surat pengantar; 
b. rancangan peraturan kepala Desa mengenai penjabarari APB 

Desa; 
c. peraturan Desa mengenai RKP Desa; 
d. peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal 

usul dan kewenangan lokal berskala Desa jika tersedia; 
e. peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika 

tersedia; 
f. peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; 

dan 
g. berita acara hasil musyawarah BPD. 

(4) Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 33 
(1) Atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), Kepala Desa 
menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai 
penjabaran APB Desa. 

(2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan 
Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(6) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar 
pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 

(7) Format Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran IU yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 38 
(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah 

dtevaiuaat ditetapkan oien kepala Desa menjadi Peratu ran Desa 
tentang APB Desa. 

(2) Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun 
anggaran sebelumnya. 

Pasal 37 
(1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 

ayat (5) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa 
tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tenta:ng APB Desa 
menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa 
tentang Penjabaran APB Desa manjadi Peraturan Kepala Desa, 
Camat membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan 
Cam at. 

(2) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan 
Peraturan Kepala Desa paling lama 7 {tujuh) hari kerja setelah 
pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan 
Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud. 

(3) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap 
operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan 
menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan 
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan 
mendapat persetujuan Camat. 

Pasal 36 
(1) Camat dapat mengundang kepala Desa dan/atau aparat Desa 

terkait dalam pelaksanaan evaluasi. 
(2) Hasi.l evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan 

dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa 
paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak 
diterimanya rancangan dimaksud. 

(3) Dalam hal Camat tidak memberikan basil evaluasi dalam batas 
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan 
peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya. 

(4) Dalam hal basil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, 
selanjutnya kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa. 

(5) Dalam hal basil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, kepala 
Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 
(dua puluh] hari kerja terhitung sejak diterirnanya hasil evaluasi. 
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Pasal 40 
(1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila 

terjadi: 
a. penambahan dan/ atau pengurangan dalam pendapatan Desa 

pada tahun anggaran berjalan; 
b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan 

pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam 
tahun berkenaan; 

c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran 
ant.ar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar 
jenis belanja; dan 

d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelurnnya harus 
digunakan dalam tahun anggaran berjalan. 

(2) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 
1 [satu] tahun anggaran, kecuali dalam keadaan Juar biasa. 

(3) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB 
Desa dan tetap mempedomani RKP Desa. 

(4) Format Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 
VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 39 
(1) Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa 

kepada masyarakat melalui media informasi. 
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedi.kit 

memuat: 
a. APB Desa; 
b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan 

kegiatan; dan 
c. alamat pengaduan. 

(3) Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa 
tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari 
Peraturan Desa tentang APB Desa. 

(4) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa 
dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa 
kepada Camat paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah 
ditetapkan. 

(5) Format Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini 
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Pasal 43 

(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada prioritas 
penggunaan Dana Desa tahun berkenaan, yang telah ditetapkan 
oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Republik Indonesia. 

(2) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang pembangunan 
desa dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat {l) menjadi prtorttas kegiatan, anggaran 
dan belanja desa yang disepakati dan diputuskan melalui 
Musyawarab Desa. 

Pasal 42 
Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai APB 
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 
37 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan 
Desa mengenai perubahan APB Desa. 

Bagian Kedua 
Prioritas Penggunaan Dana Desa 

Pasal 41 
(1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap 

Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa 
sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB 
Desa ditetapkan. 

(2) Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila 
terjadi : 

a. penambahan dan/ a tau pengurangan dalam pendapatan Desa 
pada tahun anggaran berjalan; 

b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan 
pergeseran antar objek belanja; dan 

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan 
menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun 
anggaran berjalan. 

(3) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan 
Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa 
dan selanjutnya disampaikan kepada Camat dengan 
menyampaikan surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala 
Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa. 

(4) Format Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran 
perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 44 
(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD. 
(2) Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan melalui pemotongan dana desa dan penyaluran dana 
hasil pemotongan dana desa ke RKD. 

(3) Pemotongan dana desa dan penyaluran dana hasil pemotongan 
dana desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan dana 
desa dari Bupati. 

(4) Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan: 
a. tahap pertama paling cepat bulan januari dan paling lambat 

lambat bulanjuni sebesar 40°/o (empat puluh persen); 
b. tahap kedua paling cepat bulan maret dan paling lambat 

minggu ke empat bulan agustus sebesar 40o/o (empat puluh 
persen); dan 

c. tahap ketiga paling cepat bulan juli sebesar 20% (dua puluh 
persen). 

(5) Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dilaksanakan setelah KPPN selaku KPA penyaluran OAK Fisik 
dan dana desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari 
Bupati dengan ketentun: 
a. tahap I berupa: 

1. peraturan bupati mengenai tata cara pernbagian dan 
penetapan rincian dana desa setiap desa; 

2. peraturan desa mengenai APB Desa; 
3. surat kuasa pemindahbukuan dana desa. 
4. surat pengantar penyampaian dokumen persyaratan 

penyaluran dana desa; 
5. surat pernyataan kebenaran penerima penyaluran dana 

desa. 

Bagian Kesatu 
Tata Cara Penyaluran Transfer Ke Desa 

BAB VI 
PELAKSANAAN APB Desa 

(3) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), harus menjadi acuan bagi penyusunan RKP Desa dan 
APB Desa. 

(4) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang 
tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapat 
persetujuan Camat. 

(5) Persetujuan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa 
mengenai APB Desa. 
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b. tahap n berupa: 
l. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana 

desa tahun anggaran sebelumnya; 
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana 

desa tahap 1 menunjukkan rata-rata realisasi 
penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh 
persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan 
paling sedikit 35o/o (tiga puluh lima persen). 

c. tahap Ill berupa: 
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana 

desa tahap II rnenunjukkan rata-rata realisasi 
penyerapan paling sedikit sebesar 90°10 (sembilan puluh 
persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan 
paling sedikit 75°10 (tujuh puluh lima persen); 

2. laporan konvergengsi pencegahan stunting tingkat desa 
tahun anggaran sebelumnya. 

(6) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepala desa 
menyarnpaikan dokumen persyaratan penyaluran. kepada 
Bupati melalui Dinas dengan ketentuan: 
a. ta.hap l berupa: 

1. peraturan desa tentang APB Desa; 
2. peraturan kepala desa ten tang penjabaran APB Desa; 
3. surat keputusan camat tentang hasil evaluasi rancangan 

peraturan desa tentang APB Desa; 
4. peraturan kepala desa tentang RKP Desa; dan 
5. pakta integritas kepala desa. 
6. surat permohonan pencairan dana dari kepala desa; 
7. surat rekomendasi pencairan dana dari kecamatan; 
8. rincian penggunaan dana; dan 
9. surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJMl kepala 

desa. 
b. tahap 11 berupa: 

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana 
Desa tahun anggaran sebelumnya; 

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana 
desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan 
paling sedikit sebesar 50°/o (Ji.ma puluh persen) dan rata 
rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 35% 
(tiga puluh lima persen); 

3. surat permohonan pencairan dana dari kepala Desa; 
4. surat rekomendasi pencairan dana dari kecamatan; 
5. rincian penggunaan dana; 
6. surat pernyataan tanggungjawab routlak (SPTJM) kepala 

Desa; dan 
7. surat pemyataan tanggung jawab belanja (SPTJB) kepala 

Desa; 
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c. tahap III berupa: 
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana 

desa tahap ll menunjukkan rata-rata realisasi 
penyerapan paling sedikit sebesar 90°10 (sembilan puluh 
persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan 
paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen); 

2. laporan konvergengsi pencegahan stunting tingkat desa 
tahun anggaran sebelumnya; 

3. bukti tanda terima surat pertanggungjawaban 
penggunaan Dana Desa tahap pertama dan tahap kedua 
dari Inspektorat Daerah Kabupaten Wakatobi; 

4. surat permohonan pencairan dana dari kepala desa; 
5. surat rekomendasi pencairan dana dari Camat; 
6. rincian penggunaan dana; 
7. surat pemyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM) kepala 

desa;dan 
8. surat pernyataan tanggung jawab belanja (SPTJB) kepala 

desa. 
(7) Penyaluran transfer ke desa untuk ADD dan bagian dari bagi 

hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan dengan cara 
pemindahbukuan dari RKUD ke RKD. 

(8) Transfer ke desa untuk penyaluran ADD terbagi atas 3 (tiga) 
tahap, yaitu: 
a. tahap pertama paling cepat bulan januari dan paling lambat 

bulanjuni sebesar 40o/o (empat puluh persen); 
b. tahap kedua paling cepat bulan maret dan paling lambat 

minggu keempat bulan agustus sebesar 40% (empat puluh 
persen]; dan 

c. tahap ketiga paling cepat bulan juli sebesar 20°10 (dua puluh 
persen). 

(9) Transfer ke desa untuk penyaluran bagian dari bagi basil pajak 
daerah dan retribusi daerah dilakukan 1 (satu) tahap dan paling 
cepat dilaksanakan pada bulan juli. 

(10) Transfer ke Desa untuk ADD tahap pertama sebagaimana 
dimaksud pada ayat (8) huruf a dilakukan setelah Bupati 
memberikan rekomendasi melalui Dinas. 

(11) Rekomendasi dapat dilakukan setelah desa menyampaikan 
dokumen APB Desa kepada Bupati melalui Dinas, 

(12) Dokumen APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) 
adalah sebagai berikut: 
a. peraturan desa tentang APB Desa; 
b. peraturan kepala desa tentang penjabaran APB Desa; 
c. surat keputusan camat tentang hasil evaluasi rancangan 

peraturan desa tentang APB Desa; 
d. peraturan kepala desa tentang RKP Desa; dan 
e. pakta integritas kepala Desa. 
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(13) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), diberikan 
setelah pemerintah Desa menyampaikan dokumen APB Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (12), dengan dilampiri: 
a. surat rekomendasi pencairan dana dari kecamatan; 
b. laporan realisasi APB Desa tahun sebelumnya; 
c. bukti tanda terima surat pertanggungjawaban APB Desa 

tahun sebelumnya dari fnspektorat Daerah Kabupaten 
Wakatobi; 

d. peraturan desa ten tang laporan pertanggunjawaban realisasi 
pelaksanaan APB Desa; 

e. surat permohonan pencairan dana dari kepala Desa; 
f. rincian penggunaan dana; dan 
g. surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kepala 

desa. 
(14) Rekomendasi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(13) diajukan ke BUD, dilampiri dengan dokumen sebagai 
berikut: 
a. surat permohonan pencairan dana dari kepala Desa; 
b. rincian penggunaan dana; 
c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kepala 

desa; 
d. foto copy rekening giro; 
e. foto copy nomor pokok wajib pajak (NPWP) Desa; dan 
f. foto copy kartu tanda penduduk (KTP) kepala Desa dan 

bendahara desa. 
(15) Transfer ke Desa untuk ADD tahap kedua sebagaimana 

dimaksud pada ayat (8) huruf b dilakukan setelah Bupati 
memberikan rekomendasi melalui Dinas. 

(16) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (15), diberikan 
setelah pemetintah Desa menyampaikan: 
a. laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun 

sebelumnya; 
b. bukti tanda terima surat pertanggungjawaban penggunaan 

ADD tahap sebelumnya; 
c. laporan realisasi ta.hap sebelumnya; 
d. surat permohonan pencairan dana dari kepala desa; 
e. surat rekomendasi pencairan dana dari Camat; 
f. rincian penggunaan dana; 
g. surat pemyataan tanggung jawab mutlak (SPTJMJ kepala 

desa;dan 
h. surat pemyataan tanggung jawab belanja (SPTJB) kepala 

desa. 
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(18) Transfer ke desa untuk penyaluran Dana Desa tahap ketiga 
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c dilakukan setelah 
Bupati memberikan rekomendasi melalui Dinas. 

(19) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada pada ayat (18), 
diberikan setelah pemerintah desa menyampaikan: 

a. surat pertanggunjawaban penggunaan ADD tahap kedua; 
b. laporan realisasi penggunaan ADD tahap kedua; 

c. surat permohonan pencairan dana dari kepala desa; 
d. surat rekomendasi pencairan dana dari Camat; 

e. rincian penggunaan dana; 
f. surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kepaJa 

desa; dan 
g. surat pernyataan tanggung jawab belanja (SPTJB) kepala 

desa. 
(20) Rekomendasi kepala Dinas yang diajukan ke BUD dilampiri 

dengan dokumen sebagai berikut: 
a. surat permohonan pencairan dana dari kepala Desa; 
b. rincian penggunaan dana; 
c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kepaJa 

Desa; 
d. surat pernyataan tanggung jawab be1anja (SPTJB) kepaJa 

Desa; dan 
e. realisasi pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun berkenaan. 

(21) Transfer ke desa untuk penyaluran bagian dari bagi hasil pajak 
daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(7) dilakukan setelah Bupati memberikan rekomendasi melalui 
Dinas, 

(22) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21), diberikan 
setelah pemerintah desa menyampaikan: 
a. surat permoho1'1an pencairan dana dari kepala Desa; 

b. rincian penggunaan dana; 
c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kepaJa 

desa; 

a. surat permohonan pencairan dana dari kepala Desa; 

b. rincian penggunaan dana; 

c. surat pemyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kepaJa 
desa; dan 

d. surat pemyataan tanggung jawab belanja (SPTJB) kepala 
desa. 

( 17) Rekomendasi kepala Dinas yang diajukan ke BUD dilampiri 
dengan dokumen sebagai berikut: 
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Pasal 46 
(1) Nomor rekening kas Desa sebagaimana climaksud dalam Pasal 

45 dilaporkan kepala Desa kepada Bupati melalui Dinas. 
(2) Bupati melaporkan daftar nomor rekening kas Desa kepada 

Gubemur Provinsi Sulawesi Tenggara dengan tembusan Menteri 
Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Bina 
Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk 
pengendalian penyaluran dana transfer. 

(4) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah 
tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah 
Desa. 

(5) Pengaturan jumlah uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) paling tinggi sebesar Rp 5.000.000,- (limajuta rupiah). 

Pasal 45 
(l) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan 

penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan rnelalui 
rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati. 

(2) Rekening kas Desa sebagaimana climaksud pada ayat (1) dlbuat 
oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala 
Desa dan Kaur Keuangan. 

(3) Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya, 
rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh 
Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa 
dan Kaur Keuangan. 

Bagian Kedua 
Pelaksanaan 

d. surat pemyataan tanggung jawab belanja (SPTJB) kepala 
desa;dan 

e. surat keterangan pelunasan pembayaran pajak bumi dan 
bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). 

(23) Rekomendasi kepala Dinas yang diajukan ke BUD dilampiri 
dengan dokumen sebagai berikut: 
a. surat permohonan pencairan dana dari kepala desa; 
b. rincian penggunaan dana; 
c. surat pemyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kepala 

desa; 
d. surat pemyataan tanggung jawab belanja (SPTJB) kepala 

desa;dan 
e. surat keterangan pelunasan pembayaran pajak bumi dan 

bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). 



Hkmsetdawktb 019185 
33 

Pasal 49 
(1) Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa 

dan/atau perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran 
APB Desa yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran 
dan/atau terjadi perubahan kegiatan, Kepala Desa menugaskan 
Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun 
rancangan DPPA. 

Pasal 48 
(1) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling 

lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi 
menyerahkan rancangan DPA. 

(2) Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi 
oleh Sekretaris Desa. 

a. rencana kegiatan dan anggaran desa; 
b. rencana kerja kegiatan desa; dan 
c. rencana anggaran biaya. 

(3) Rencana kegiatan dan anggaran desa sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (2) huruf a merinci setiap kegiatan, anggaran yang 
disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang 
telah dianggarkan. 

(4) Rencana kerja kegiatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf b merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu 
pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim 
yang melaksanakan kegiatan. 

(5) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf c merinci satuan harga untuk setiap kegiatan. 

(6) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan 
rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa 
paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 

(7) Format surat pernyataan tanggung jawab belanja sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 44 ayat (27) huruf d dan rencana 
kegiatan dan anggaran, rencana kerja kegiatan desa dan 
rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
tercantum dalam Lampiran Vlll yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Kasi pelaksana kegiatan 
DPA paling lama 3 (tiga) 
tentang APB Desa dan 
Penjabaran APB Desa 

Pasal 47 
Kepala Desa menugaskan Kaur dan 
anggaran sesuai tugasnya menyusun 
hari kerja setelah Peraturan Desa 
Peraturan Kepala Desa tentang 
ditetapkan. 

(2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercliri atas: 

( 1) 
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Pasal 53 
( J) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 memuat 

semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa. 

Pasal 51 
RAK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) memuat 
arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur 
penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran 
berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa. 

Pasal 52 
(1) Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 

memuat semua pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan 
Asli Desa, transfer dan pend a pa tan lain. 

(2) Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. 

Pasal 50 
(1) Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan 

DPA yang telah disetujui kepala Desa. 
(2) Rancangan RAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada kepala Desa melalui Sekretaris Desa. 
(3) Sekretaris Desa melakukan veri.fikasi terhadap rancangan RAK 

Desa yang diajukan Kaur Keuangan. 
(4) Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah 

diverifikasi Sekretaris Desa. 
(5) Format RAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(2) DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas: 
a. rencana kegiatan dan anggaran desa perubahan; dan 

b. rencana anggaran biaya perubahan. 
(3) Kaur dan Kasi pe1aksana kegiatan anggaran menyerahkan 

rancangan DPPA kepada Kepala Desa rnelalui Sekretaris Desa 
paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 

(4) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPPA paling 
lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi 
menyerahkan DPPA. 

(5) Kepala Desa menyetujui rancangan DPPA yang telah diverifikasi 
oleh Sekretaris Desa. 

(6) Format rencana kegiatan dan anggaran desa perubahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam 
Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 



Hkmsetdawktb 019185 
35 

PasaJ 55 
(1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP 

dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan 
periode yang tercanturn dalam DPA dengan nominal sarn.a besar 
atau kurang dari yang tertera dalam DPA. 

(2) Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan 
pelaksanaan kegiatan dan anggaran. 

PasaJ 54 
(1) Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang 

telah disetujui KepaJa Desa. 
(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/ atau 
penyed ia barang/ jasa. 

(3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diutamakan melaJui swakelola. 

(4) Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan 
material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong 
dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas 
kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat. 

(5) Dalam haJ pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan 
melaJui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat 
dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu 
dan memenuhi persyaratan. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan 
pengadaan barang/jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati berpedoman pada 
peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan 
barang/jasa di Desa. 

(2) Setiap pengeluaran sebagaimana ctimaksud pada ayat (1) 
didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. 

(3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat 
persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab 
atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti 
terse but. 

(4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab 
terbadap tindakan pengeluaran sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (1). 

( 5) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan 
buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran 
anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya. 

(6) Format buku pembantu kegiatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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(1) 
Pasal 57 

Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan 
melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa 
diterima. 
Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilampiri 
dengan: 
a. pemyataan tanggungjawab belanja; dan 
b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat, 

(3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1), sekretaris Desa berkewajiban untuk: 
a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang 

diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran; 
b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB 

Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran; 
c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan 

(2) 

Pasal 56 
(1) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP 

sebagaim.ana dimaksud dalam Pasal 55 untuk kegiatan 
pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak Jebih dari 1 O 
(sepuluh) hari kerja. 

(2) Dalam ha! pembayaran pengadaan barang/jasa belum 
dilakukan dalam waktu 10 [sepuluh] hari kerja, Kaur dan Kasi 
pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang 
sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam 
kas Desa. 

(3) Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ke dalam buku kas umum dan buku 
pembantu panjar. 

(4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan 
pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berupa bukti transaksi pembayaran 
pengadaan barang/ jasa kepada Sekretaris Desa. 

(5) Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi 
pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran 
yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan 
anggaran. 

(6) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran 
barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur 
dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa 
uang ke kas Desa. 

(3) Format SPP dan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan 
dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
tercantum dalam Lampiran xn yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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(4) 

(3) 

(2) 

Pasal60 
Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas 
anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang 
berlaku. 
Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan 
pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 
Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
meliputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai, 
barang/jasa, dan modal. 
Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak 
yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

(1) 

Pasal 59 

(1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB 
pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan 
kepada kepala Desa melalui sekretaris Desa. 

(2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang 
diusu1kan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Kepala Desa melalui surat keputusan kepala Desa menyetujui 
RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai 
dengan verifikasi yang dilakukan oleb sekretaris Desa. 

(4) Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak 
terduga kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak 
keputusan kepala Desa ditetapkan. 

Pasal 58 
Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan 
laporan akhir realisasi pelaksan.aan kegiatan dan anggaran kepada 
Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan 
selesai. 

d. menolak pengajuan perrnintaan pembayaran oleh Kaur dan 
Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi 
persyaratan yang ditetapkan. 

(4) Kepala Desa menyetujui pennintaan pembayaran sesuai dengan 
hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa. 

(5) Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan 
besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan 
persetuj uan dari kepala Desa. 
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Pasal 63 
(1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

25 ayat (3) huruf b dan pembentukan dana cadangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat ( 1) huruf a 
dicatatkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih 
kecil dari pada realisasi belanja; dan 

b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. 
(2) SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a rnerupakan 
perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan 
pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun sebelumnya 
yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah 
ditetapkan dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan. 

(3) SiLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum 
selesai atau Ianjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b merupakan perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang 
harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya. 

(4) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan 
kembali rancangan DPA untuk disetujui kepala Desa menjadi 
DPAL untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau 
lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) hurufb. 

(5) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam 
mengajukan rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4), terlebih dahulu menyampaikan Japoran akhir realisasi 
pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala Desa paling 
Jam bat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan. 

(6) Sekretaris Desa menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa 
kegiatan yang akan disahkan dalam OPAL. 

(7) OPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian kegiatan 
yang belum selesai atau lanjutan pada tahun anggaran 
berikutnya. 

{8) Format laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan 
anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Format 
DPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam. 
Lampiran XTil yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

sebelumnya 
(3) huruf a 

Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 
digunakan untuk: 

(1) 

Pasal 61 
Arus kas masuk dan arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 51 dari mekanisme pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 25 dan Pasal 26 dianggarkan dalam APB Desa, 

Pasal62 
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(2) 

Pasal 66 
(1) Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang 

terdiri atas: 
a. buku pembantu bank; 
b. buku pembantu pajak; 
c. buku pembantu panjar; dan 
d. bukti pendukung sah Iainnya. 
Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran 
melalui rekening kas Desa. 

Pasal 65 

(1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan 
sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. 

(2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam 
buku kas umum. 

(3) Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) ditutup setiap akhir bulan. 

Bagian Ketiga 
Penatausahaan 

Pasal 64 
(1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 

( 1) huruf b dicatat pada pengeluaran pernbiayaan. 
(2) Hasil keuntungan dari penyertaan modal sebagaimana 

dimaksud pada ayat (l) dimasukan sebagai pendapatan asli 
Desa. 

(2) Pencatatan pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan penyisihan anggaran dana cadangan 
dalam rekening kas Desa. 

(3) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilarang digunakan untuk roembiayai program dan 
kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalaro Peraturan Desa 
mengenai dana cadangan. 

(4) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan apabila 
dana cadangan tel.ah mencukupi untuk melaksanakan program 
dan kegiatan. 

(5) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dianggarkan pada penerimaan pembiayaan dalam APB Desa. 
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(3) Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan 
pengeluaran setoran pajak. 

(4) Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban 
uang panjar. 

(5) Bukti pendukung sah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf d meliputi: 
a. perjalanan dinas di dalam/luar provinsi: 

1. bukti kas; 
2. surat tugas dari Camat bagi Kepala Desa da.n surat tugas 

dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa; 
3. SPPD, tiket penumpang pesawat/kapal laut, boarding 

pass, bill hotel; dan 
4. laporan perjalanan dinas. 

b. perjalanan dinas ke ibukota kabupaten khusus wilayah 
pulau Kaledupa, pulau Tomia dan pulau Binongko: 
1. bukti kas; 
2. surat tugas dari Camat bagi Kepala Desa dan surat tugas 

dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa; 
3. SPPD, tiket kapal laut dan bill hotel; dan 
4. laporan perjalanan dinas. 

c. perjalanan dinas dalam wilayah kecamatan: 
1. bukti kas; 
2. surat tugas Kepala Desa; dan 
3. laporan perjalanan dinas. 

d. belanja honorarium: 
1. bukti kas; 
2. daftar perincian peneriroaan; 
3. surat Keputusan Kepala Desa; dan 
4. Surat Setoran Pajak (SSP) / e-billing Pajak PPh. 

e. belanja makan rninum: 
1. bukti kas; 
2. nota pesanan/ bill; 
3. daftar hadir untuk belanja makan minum kegiatan dan 

rapat; dan 
4. Surat Tanda Setoran (STS) khusus pada pembelanjaan 

makan dan minum di rumah makan/warung 
makan/restoran. 
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f. tunjangan penghasilan dan insentif: 
1. bukti kas; 
2. daftar perincian penerimaan; dan 
3. surat keputusan pengangkatan. 

g. belanja jasa kantor: 
1. bukti kas; dan 
2. rekening jasa kantor (asli + foto copy yang disahkan oleh 

Kepala Desa], tanda bukti pengiriman. 
h. belanjajasa media: 

1. bukti kas; dan 
2. bukti pembayaranjasa media (asli). 

1. belanja jasa pemeliharaan kendaraan dinas: 
1. bukti kas; 
2. nota pesanan; 
3. Surat Perintah Kerja (SPK); dan 
4. foto copy bukti pembayaran STNK. 

j. belanjajasa pemeliharaan sarana kantor: 
l. bukti kas; 

2. nota pesanan; dan 
3. Surat Perintah Kerja (SPK). 

k. belanja ATK/foto copy dan penggandaan: 
1. bukti kas; 
2. nota pesanan dan faktur pajak; dan 
3. faktur pajak dan e-billing pajak PPN/PPh. 

1. belanja barang/jasa: 
1. jumlah belanja barang/jasa s.d Rp 1.000.000,- (satu juta 

rupiah): 
a) bukti kas; 
b) faktur barang/bukti pembelian/tagihan/invoice; 
c) berita acara pemeriksaaan barang/penerimaan hasil 

pekerjaan (khusus untuk belanja modal); dan 
d) dokumentasi barang (khusus untuk belanja modal). 

2. jumlah belanja barang/jasa diatas Rp 1.000.000,- (satu 
juta rupiah) s.d. Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah): 
a) bukti kas bermaterai Rp 3.000,-; 
b] nota pesanan, pengiriman barang; 
c) faktur pajak dan e-biliinq pajak; 
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d) laporan kemajuan clitandatangani oleh PPKD dan 
disetujui oleh Kepala Desa (khusus untuk pekerjaan 
konstruksi); 

e) berita acara penyerahan barang/penerimaan basil 
pekerjaan clitandatangani oleh pengurus 
barang/PPKD dan ctisetujui oleh Kepala Desa; 

f) berita acara pemeriksaan barang ditandatangani oleh 
pengurus barang, PPKD dan disetujui oleh Kepala 
Desa; dan 

g) dokumentasi barang. 
3. jumlah belanja barang/jasa diatas Rp 10.000.000,- s.d. 

Rp50.000.000,- (untuk pekerjaan konstruksi, 
barang/jasa lainnya) : 
a) bukti kas bermaterai Rp6.000,-; 
b) kontrak/SPK ditandatangani oleh PPKD dan pihak 

ketiga yang diketahui oleh Kepala Desa; 

c) faktur pajak dan e-biliinq pajak; 
d) surat perjanjian antara PPKD dan penyediajasa; 
e) surat penyerahan hasil pekerjaan oleh penyectia 

barang/jasa kepada PPKD; 
f] berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan; 

g) berita acara penerima hasil pekerjaan; 

h) berita acara pembayaran; 
i) laporan pelaksanaan kegiatan dari PPKD kepada 

Kepala Desa; 
j) berita acara serah terima hasil pekerjaan dari PPKD 

kepada Kepala Desa; dan 

k) dokumentasi barang. 
4. jurnlah belanja barang/jasa Rp50.000.000,- s.d. 

Rp200.000.000,- (untuk pekerjaan konstruksi, 
barang/jasa lainnya): 
a) bukti kas berrnaterai Rp6.000,-; 
b) kontrak/SPK ditandatangani oleh PPKD dan pihak 

ketiga yang diketahui oleh Kepala Desa; 
c) SPK sebagaimana dimaksud pada buruf b) dilampiri 

dengan: 
1) faktur pajak dan e-billing pajak; 
2) surat permintaan penawaran oleh PPKD; 
3) surat penawaran harga dan daftar rincian harga 

oleh penyedia barang/jasa; 
4) surat undangan negosiasi atau tawar menawar 

harga antara PPKD dan penyectia barang/jasa; 
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PPKD kepada 

berita acara penerima basil pekerjaan; 
g) berita acara pembayaran; 
h) laporan pelaksanaan keg:iatan dari 

Kepala Desa; 

e) berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan; 
f) 

d) surat penyerahan hasil pekerjaan oleh penyedia 
barang/jasa kepada PPKD; 

e) berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan; 

f) berita acara penerima hasil pekerjaan; 

g) berita acara pembayaran; 
h) laporan pelaksanaan keg:iatan dari PPKD kepada 

Kepala Desa; 
i) berita acara serah terima hasil pekerjaan dari PPKD 

kepada Kepala Desa; dan 
j) dokumentasi barang. 

5. jumlah belanja barang/jasa diatas Rp200.000.000, 
(untuk pekerjaan konstruksi, barang/jasa lainnya): 
a) bukti kas bermaterai Rp6.000,-; 

b) kontrak/SPK ditandatangani oleh Ketua PPKD dan 
pihak ketiga yang diketahui oleb Kepala Desa; 

c) SPK sebagaimana dimaksud pada buruf b) dilampiri 
dengan: 
l) faktur pajak dan e-billinq pajak; 
2) surat permintaan penawaran oleh PPKD kepada 

lebih dari satu penyedia barang/jasa; 

3) surat penawaran harga dan daftar rincian harga 
oleh penyedia barang/jasa; 

4) surat undangan negosiasi atau tawar menawar 
harga antara PPKD dan penyeclia barang/jasa; 

5) berita acara klarifi.kasi dan negosiasi antara PPKD 
dan penyeclia barang/ jasa; 

6) pengumuman basil pemilihan penyeclia 
barang/jasa oleh PPKD; dan 

7) persetujuan penawaran harga oleb PPKD. 

d) surat penyerahan basil pekerjaan oleh penyedia 
barang/jasa kepada PPKD; 

penyedia pemilihan 6) pengumuman hasil 
barang/jasa oleh PPKD; 

7) persetujuan penawaran harga oleh PPKD. 

5) berita acara klarifikasi dan negosiasi antara PPKD 
dan penyeclia barang/jasa; 
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a. Kepala Desa Rpl22.000,-/0B 

b. Sekretaris Desa Rpl 12.000,-/0B 

c. Kepala Seksi/Kepala Urusan/ Rp102.000,-/0B 

Kepala Dusun. 
(5) Besaran tunjangan penghasilan Anggota BPD diatur paling 

banyak sebagai berikut : 
a. Ketua Rpl.400.000,-/0B 

b. WakilKetua Rpl.300.000,-/0B 

c. Sekretaris Rpl.200.000,-/0B 

d. Anggota Rpl.100.000,-/0B 

Rp 800.000,-/0B 
Rp 350.000,-/0B 
Rp 250.000,-/0B 

a. Kepala Desa 
b. Sekretaris Desa 
c. Kepala Seksi/Kepala Urusan/ 

Kepala Dusun 
(4) Besaran tunjangan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa 

diatur paling banyak sebagai berikut : 

Kepala Dusun 
d. Staf Kepala Seksi/Staf Kepala Urusan/ RpS00.000,-/0B 

StafKepala Dusun/staf BPD 
(2) Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya 

diperbolehkan mengangkat 3 (tiga) orang per desa yang 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 

(3) Besaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur 
paling banyak sebagai berik:ut: 

Rp2.427.000,-/0B 
Rp2.225.000,-/0B 
Rp2.023.000,-/0B 

a. Kepala Desa 
b. Sekretaris Desa 
c. Kepala Seksi/Kepala Urusan/ 

Pasal 67 
(1) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 

diatur paling banyak sebagai berikut: 

Bagian Keempat 
Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Honorarium, Insentif, dan 

Standar Biaya Perjalanan Dinas 

i) berita acara serah terima hasil pekerjaan dari PPKD 
kepada Kepala Desa; dan 

j) dokumentasi barang. 
(6) Format buku kas umum sebagairnana dimaksud dalam Pasal 65 

ayat (2) dan Format. buku pembantu kas umum sebagaimana 
climaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam Lampiran XIV yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, 
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(10) Honorarium Panitia tambahan/hansip pemilihan kepala 
desa/BPD yang ditetapkan dengan keputusan Ketua Panitia 
pernilihan kepala desa diatur paling banyak diberikan sebesar 
Rpl00.000/0H. 

a. Ketua Rp 500.000,-/08 

b. Sekretaris Rp 450.000,-/0B 

c. Bendahara Rp400.000,-/0B 

d. Anggota Rp400.000,-/0B 

(8) Besaran honorarium tim pelaksana kegiatan Pengadaan 
Barang/Jasa dengan Keputusan Kepala Desa diatur paling 
banyak sebagai berikut : 
a. Nilai Pagu s.cl. Rp50.000.000,- 

l. Ketua (Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan) Rp300.000,-/0K 
2. Sekretaris Rp 250.000,-/0K 

3. Anggota 1 (satu) orang Rp200.000,-/0K 
b. Nilai Pagu Rp50.000.000,- s.d. Rp200.000.000,- 

1. Ketua (Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan) Rp680.000,-/0K 
2. Sekretaris Rp 610.000,-/0K 

3. Anggota 1 (satu) orang Rp510.000,-/0K 

c. Nilai Pagu diatas Rp200.000.000,- 
1. Ketua (Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan) Rp 850.000,-/0K 

2. Sekretaris Rp750.000,-/0K 

3. Anggota 1 (satu) orang Rp650.000,-/0K 
(9) Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan 

dengan Keputusan Sadan Permusyawaratan dan Panitia 
Pemilihan/Musyawarab BPD Desa yang ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala Desa diberikan maksimum 3 (tiga) bulan 
dengan besaran sebagai berikut: 

Rp800.000,-/0B 
Rp 700.000,-/0B 

Rp600.000,-/0B 
Rp 400.000,-/0B 

a. Penanggungjawab 

b. Koordinator 

c. Kaur Keuangan 
d. Pengurus Barang 

(7) Besaran honorarium PPKD dengan Keputusan Kepala Desa 
diatur paling banyak sebagai berikut : 

Rp300.000,-/0B 
Rp200.000,-/0B 

b. Sekretaris 
c. Anggota 1 ( satu) orang 

(6) Besaran tunjangan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 
Desa dengan Keputusan Kepala Desa diatur paling banyak 
sebagai berikut : 

a. Ketua Rp400.000,-/0B 
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( 18) Honorarium petugas kebersihan kantor dan penjaga 
kantor /hansip desa, petugas kebersihan, Penjaga Taman Desa, 
lingkungan/pantai/laut/penjaga situs budaya/butan 
Lindung/hutan adat/hutan mangrove/tenaga operator/sopir 

a. lmam/Perobantu Imam Rp400.000,-/0B 

b. Khatib/Pembantu Khatib Rp350.000,-/0B 

c. Modim/Mokim/Syara Hokumu Rp300.000,-/0B 

d. Guru TPQ Rp350. 000, / OB 

(17) Honorarium Syara Masjid dan Guru Ta.man Pengajian Al-Qur'an 
yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa diatur paling 
banyak sebagai berikut: 

Rp600.000,-/0J 

Rp500.000,-/0K 
Rpl.000.000,-/0J 

b. Pejabat eselon 11I/yang clisetarakan 

c. Moderator 
d. Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus 

(14) Besaran honorarium Operator Siskeudes/ Ad.min prodeskel yang 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa diatur paling 
banyak sebesar Rp 400.000,-/0B. 

(15) Besaran Honorarium Kader Tekhnik, Kader Pemberdayaan 
Masyarakat Desa, Kader Pembangunan Manusia 
petugas/tenaga Verifikasi data Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala Desa diatur paling banyak sebesar Rp 
300.000,-/0B. 

( 16) Besaran honorarium Narasumber kegiatan sosialisaai/ 
bimtek/pelatihan diatur paling banyak sebagai berikut: 

a. Pejabat eselon II/yang disetarakan Rp700.000,-/0J 

Rp 300.000,-/0K 

Rp250.000,-/0K 
Rp200.000,-/0K 

Rpl 75.000,-/0K 

a. Pengarah/Penanggung Jawab 

b. Ketua/Wakil Ketua 
c. Sekretaris 

d. Anggota 

(13) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan/Tim Sekretariat yang 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang 
penyelesaiannya tidak melebihi 1 (satu) bulan diatur paling 
banyak sebagai berikut : 

Rp200.000,-/0B c. Anggota 

(11) Uang saku petugas Keamanan pemilihan kepala desa/BPD 
paling banyak diberikan sebesar Rpl 50.000/0K. 

(12) Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Desa/BPD yang 
ditetapkan dengan Keputusan Camat diberikan maksimum 3 
(tiga) bulan dengan besaran sebagai berikut : 
a. Ketua Rp300.000,-/0B 

b. Sekretaris Rp 250.000,-/0B 
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No. Nilai Fisik Gedung Jalan/ Pengairan Kelistrikan lA.ir Bersih 
Jembatan 

1 s.d. Rp 100 5,5,% 4,5,o/o 4,5,% 4,5,% 4,5,% Juta 
Diatas 100 

2 Juta s.c. 250 4,5% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 
Juta 

Diatas 250 
3 Juta s.d. 500 4,0% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 

.ru ta 

b. Kader Posyandu Desa/Kader PPKBD RplS0.000,-/0B 
Sub PPKBD, Kader PHBS, Kader Kesling, 
Kader Gizi 

c. Kader BKB, BKR, BKL, PIK-Remaja/ RplS0.000,/0B 
UPPKS, Pengurus Forum Anak Desa, 
Satgas PPA 

(21) Besaran Honorarium diatur maksimum sebagai berikut: 
a. nilai pagu anggaran sampai dengan RplOO Juta sebesar 

Rp 500.000,-/0P; 
b. nilai pagu anggaran diatas RplOO Juta sampai dengan 

Rp 200 Juta sebesar Rp 800.000,-/0P; 
c. nilai pagu anggaran diatas Rp200 Juta sebesar 

Rp 1.000.000,-/0P. 
(22) Besaran biaya konsultan perencana (design) diatur maksimum 

sebagai berikut : 

Rp400.000,-/0B a. Bidan Desa 

kendaraan pengangkut sampah yang ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala Desa sesuai dengan kebutuhan berdasarkan 
pertimbangan volume beban kerja, lokasi/luas wilayah, 
kompetensi atau rentang kendali dan pertimbangan objektif 
lainnya serta diberi honor paling banyak sebesar Rp300.000, 
/ orang/bulan. 

{19) Pengangkatan Guru PAUD yang ditetapkan dengan Keputusan 
Kepala Desa diatur paling banyak sebesar Rp400.000, 
/ orang/ bu Ian. 

(20) Pengangkatan Bidan Desa, Kader Pembantu Pembina Keluarga 
Berencana Desa (PPKBD), Sub PPKBD, Bina Keluarga Balita 
{BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia 
(BKL), Pusat Informasi Kesehatan Remaja (PlK-Remaja) dan 
Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) 
Kader Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Kader 
Kesehatan Lingkungan (Kesling), Kader Gizi, Forum Anak Desa, 
Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak 
(Satgas PPA) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa 
dan dibentuk berdasarkan pertimbangan jumlah warga yang 
dilayani, beban kerja, lokasi, kompetensi atau rentang kendali 
dan pertimbangan objektif lainnya serta diberi honor paling 
banyak sebagai berikut: 
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c. Satuan biaya transportasi (PP) dalam ibukota kecamatan 
dalam rangka rapat koordinasi, seminar dan pelatihan 
dibayarkan paling banyak sebesar Rp 50.000,- (lima puluh 
ribu rupiah); 

d. Satuan biaya transportasi (PP) dan uang saku khusus Desa 
Runduma ke ibukota kecamatan dalam rangka rapat 
koordinasi, seminar dan pelatihan dibayarkan paling banyak 
sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); 

e. Vang saku dalam ibukota kecamatan dalam rangka rapat 
koordinasi, seminar dan pelatihan dibayarkan paling banyak 
sebeear Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). 

(25) Biaya penginapan dibayarkan secara at cost (sesuai bukti 
pembayaran/ bill payment} dengan rincian daftar hotel 
maksimum sebagai berikut: 

No. KOTA Satuan Biaya Ti.ket 
Asal Tujuan (Rp) 

1 Binongko Wangi-Wangi 400.000 
2 Togo Binongko W angi-Wangi 450.000 
3 Tomia Wangi-Wangi 350.000 
4 Tomia Timur Wangi-Wangi 350.000 
5 Kaledupa Wangi-Wangi 210.000 

6 Kaledupa Selatan Wangi-Wangi 210.000 
7 Runduma Wangi-Wangi 2.500.000 

b. Satuan biaya transportasi Iaut (PP) ke ibukota kabupaten: 

KOTA Satuan Biaya Tiket 
No. 

Asal Tujuan (Rp) 

1 Waka to bi Kendari/Luar Kabupaten 2.000.000 

2 Wakatobi Jakarta/Luar Provinsi 5.200.000 

(23) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 clibedakan 
besarannya untuk masing-masing ketua, sekretaris dan anggota, 
yaitu sebagai berikut: 

a. ketua panitia sebesar 100% (seratus persen) dari nilai pagu 
honor; 

b. sekretaris panitia sebesar 85°/o (delapan puluh lirna persen) 
dari nilai pagu honor; 

c. anggota panitia sebesar 80% (delapan puluh persen] dari 
nilai pagu honor. 

(24) Standar biaya transportasi ditetapkan maksimum sebagai 
berikut: 
a. Satuan biaya transportasi/tiket keluar ibukota kabupaten 

dan keluar ibukota provinsi: 
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(29) Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti 
seminar/bimtek/diklat/workshop dan sejenisnya diberikan 
biaya kepesertaan secara at cost (sesuai bukti kuitansi dari 
penyelenggaraan kegiatan) paling banyak Rp 4.500.000,- (empat 
juta lima ratus ribu rupiah) serta dibuktikan dengan surat 
undangan dari penyelenggara kegiatan. 

(30) Perjalanan dinas ke luar kabupaten dalam provinsi dan Iuar 
provinsi hanya diperuntukan bagi kegiatan agenda Pemerintah 
seperti rakor / simposium/ seminar/ sosialisaei/ pelatihan/ bimtek 
/kegiatan sejenis yang clidukung dengan undangan dari 
badan/Jembaga pemerintah. 

Lumpsum 

No. Tujuan 
Kepala Desa, Sekdes, Perangkat 

Ketua BPD dan Desa, Anggota BPD 
Ketua TPPKK dan Anggota TP PK.K 

Desa (Rp) Desa (Rp) 

1 Jakarta/ diluar 800.000 600.000 ibukota provinsi 

Kendari/ diluar 
2 ibukota kabupaten 700.000 500.000 

(dalam provinsi] 
3 Wakatobi 400.000 300.000 

(26) Dalam ha! pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan 
fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang 
bersangkutan cliberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga 
puluh persen) dari tarif hotel atau penginapan dengan standar 
hotel dalam ibukota provinsi tempat tujuan. 

(27) Apabila bukti pengeluaran penginapan sebagaimana climaksud 
pada ayat (23) tidak cliperoleh maka pelaksana SPD 
melampirkan daftar pengeluaran rill. 

(28) Biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan 
penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan 
perintah perjalanan dinas yang dapat digunakan untuk uang 
makan, transport lokal dan uang saku yang clibayarkan secara 
lumpsurn dengan rincian sebagai berikut: 

Tarif Hotel 
No. Hotel Kepala Desa, Sekdes, Perangkat 

Ketua BPD dan Desa, Anggota BPD 
Ketua TP PKK dan Anggota TP 

Desa (Rp) PKK Desa (Rp) 

I Jakart:a/diluar ibukota 700.000 650.000 provinst 
Kendari/ diluar ibukota 

2 kabupaten (dalam 700.000 550.000 
'provinsi) 

3 Wakatobi 350.000 300.000 
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Pasal 69 
( 1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa dan 

wajib menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian 
output Dana Desa setiap tahap kepada Bupati melalui Dinas. 

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 

tahun anggaran sebelumnya; 
b. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tabun 

anggaran sebelumnya; dan 
c. laporan realisasi penyerapan dao capaian output Dana Desa 

sampai dengan tahap kedua. 
(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 

tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tabun 
anggaran berjalan. 

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 
sampai dengan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf c disarnpaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun 
anggaran berjalan. 

Pasal68 
( l) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa 

semester pertama kepada Bupati melalui cam.at. 
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terdiri dari: 

a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan 
b. laporan realisasi kegiatan. 

(3) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 paling lambat minggu 
kedua bulan Juli tahun berjalan. 

(4) Format laporan realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, 

Bagian Kelima 
Pelaporan 

(31) Perjalanan dinas yang bersifat umum dibatasi waktunya paling 
lama 4 (empat) hari untuk luar daerah dan 3 (tiga) hari untuk 
dalam daerah. 

(32) Kegiatan perjalanan dinas dalam rangka rapat sosialisasi/ 
seminar/bimtek/diklat/workshop dan sejenisnya yang 
kemponen biaya akomodasi, konsumsi dan/atau kontribusinya 
ditanggung oleh penyelenggara kegiatan hanya dibayarkan biaya 
penginapan dan uang barian paling lama 2 (dua) hari yaitu 1 
(satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudab kegiatan. 
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Pasal 70 
(1) Bupati menyarnpaikan laporan realiasai penyaluran dan laporan 

konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 
kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 
selaku KPA penyaluran DAK fisik dan Dana Desa dengan 
tembusan kepada Gubernu.r, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri 
yang rnenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa. 

(2) Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi 
penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas: 
a. laporan penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi 

penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran 
sebelurnnya; 

b. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Kabupaten 
tahun anggaran sebelumnya; dan 

c. laporan penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi 
penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan 
tahap kedua. 

(3) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output 
Dana Desa sebagaimana dima.ksud pada ayat (2) huruf a 
disampaikan paling larnbat tanggal 14 Februari tahun anggaran 
berjalan. 

(4) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan. capaian output 
Dana Desa sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf c 
disampaikan paling lambat tanggal 14 Jun! tahun anggaran 
berjalan. 

(5) Dalarn hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas 
waktu penyampaian laporan sebagaimana dima.ksud pada ayat 
(3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya 
pemutakhiran capaian output kepada Bupati rnelalui Dinas 
untuk selanjutnya dila.kukan pernutakhiran data pada aplikasi. 

(6) Bupati melalui Dinas dapat mendorong proses percepatan 
penyampaian laporan reauasasi penyerapan Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi 
dengan Kepala Desa. 

(7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan 
tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian 
output, volume output, cara pengadaan dan capaian output. 

(8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat 
(7) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat 
mernutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada 
peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait. 

(9) Waktu penyampaian laporan konsolidasi realisasi penyerapan 
dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 73 
(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 71 

diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan 
media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. 

(2) lnformasi sebaga.imana dimaksud pada ayat (1) paling sedJklt 
memuat: 
a. laporan realisasi APB Desa; 
b. laporan realisasi kegiatan; 

Pasal 72 
Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 
merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
(LPP Desa) akhir tahun anggaran. 

Pasal 71 
(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban 

realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati melalui Camat 
setiap akhir tahun anggaran. 

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagairnana dirnaksud pada ayat 
( l) disarnpaikarr paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun 
anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai 
dengan 
a. laporan keuangan, terdiri atas: 

1. laporan realisasi APB Desa; dan 
2. catatan atas laporan keuangan. 

b. laporan kekayaan milik Desa per 31 Desember tahun 
anggaran berkenaan; 

c. laporan realisasi kegiatan; dan 
d. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya 

yang masuk ke Desa. 
(4) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan keuangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam 
Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Bagian Keenam 
Pertanggungjawaban 

(5) Dalam hal terdapat perbaikan laporan setelah batas waktu 
penyampaian laporan sebagai.mana dimaksud pada ayat (3) dan 
ayat (4), Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan 
Dana Desa dapat meminta Bupati untuk melakukan percepatan 
penyampaian perbaikan laporan climaksud untuk selanjutnya 
dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi. 
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Pasal 75 
(1) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan 

pengelolaan keuangan Desa. 
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

oleh Tim Fasilitasi Kecamatan dan Tim Pasilitasi Daerah. 
(3) Tim Fasilitasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
(4) Tim Fasilitasi Kecamatan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) 

ditetapkan dengan Keputusan Camat. 
(5) Tim Pasilitasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

mempunyai tugas sebagai berikut: 
a. memberikan pembinaan, fasilitasi dan bimbingan teknis 

dalam pengelolaan keuangan Desa; 
b. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan APB Desa; dan 
c. menyusun Japoran konsolidasi penggunaan Dana Desa dan 

ADD berdasarkan laporan pertanggungjawaban Desa. 
(6) Tim Fasilitasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

mempunyai tugas sebagai berikut: 
a. memverifikasi kelengkapan dokumen permintaan penyaluran 

keuangan Desa; 
b. roemberikan pembinaan dan birnbingan teknis dalam 

pengelolaan keuangan Desa di wilayah kerjanya; 

Bag:ian Kesatu 
Pembinaan 

BAB VII 
PEMBJNAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 74 
(1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 
ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat, 

(2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling 
lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. 

c. kegiatan yang belum selesai dan/ a tau tidak terlaksana; 
d. sisa anggaran; dan 
e. alamat pengaduan. 

(3) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara 
lain papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi 
lai.nnya. 
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Pasal 77 

(L] Bupati memberikan sanksi kepada Pemerintah Desa apabila: 
a. pernerintah desa belum menyampaikan dokumen 

persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
44 ayat (6); 

b. pemerintah desa tidak/terlambat menyampaikan Iaporan 
realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4); 

c. pemerintah desa tidak/terlambat menyampaikan laporan 
realisasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; 

d. terdapat sisa Dana Desa di rekening kas desa tab un 
anggaran sebelumnya lebih dari 30°/o (tiga puluh persen); 

e. terdapat sisa ADD di rekening kas desa tahun anggaran 
sebelumnya lebih dari 30°/o (tiga puluh persen); 

f. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat 
pengawas fungsional. 

(2) Sanksi yang diberikan kepada pemerintah desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf a berupa penundaan penyaluran 
Dana Desa dan ADD. 

(3) Sanksi yang diberikan kepada pemetintah desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) buruf b berupa tidak disalurkannya 
Dana Desa tahap beriku tnya. 

BAB Vlll 
SANKS I 

Pasal 76 

Pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah sebagai Aparat 
Pengawas Intern Pemerintah (APIP). 

Bagian Kedua 
Pengawasan 

c. memfasilitasi dan menyelesaikan permasalahan di tingkat 
Desa di wilayah kerjanya dan melaporkan hasilnya kepada 
Bupati melalui Tim Fasilitasi Daerah; 

d. menyusun laporan ko.nsolidasi penggunaan Dana Desa dan 
ADD berdasarkan laporan pertanggungjawaban di wilayah 
kerja masing-rnasing. 

(7) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Fasilitasi Daerah dibantu 
oleh Tim Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(8) Tim Fasilitasi Daerah dan Tim Sekretariat, serta Tim Fasilitasi 
Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya, diberikan 
honorarium yang bersumber dari APBD. 
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(4) Sanksi yang diberikan kepada pemerintah desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa penundaan penyaluran 
ADD tahap berikutnya. 

(5) Penyaluran kembali ADD atas sanksi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) dapat dilakukan bilamana persyaratan yang 
dibutuhkan sudah dipenuhi. 

(6) Dalam hal sampai dengan rninggu terakhir bulan desember 
tahun berkenaan persyaratan untuk penyaluran kembali ADD 
tidak terpenuhi, maka ADD tidak dapat disalurkan. 

(7) ADD yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
tidak dapat disalurkan kernbali pada tahun anggaran 
berikutnya. 

(8) Sanksi yang diberikan kepada desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf d berupa penundaan penyaluran Dana Desa 
tahap kedua tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di 
RKD tahun anggaran sebelumnya. 

(9) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya 
lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada 
tahap kedua, penyaluran Dana Desa tahap kedua tidak dapat 
dilakukan. 

(10) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan juni tahun 
anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 
sebelumnya masib lebih besar 300/o (tiga puluh persen), 
penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud 
pada ayat (8) tidak dapat disalurkan. 

(11) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (10) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran 
berikutnya. 

(12) Sanksi yang diberikan kepada desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf e berupa penundaan penyaluran ADD sebesar sisa 
Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya. 

(13) Sanksi yang diberikan kepada desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) huruf f bilamana rekomendasi yang disampaikan oleh 
aparat pengawas fungsional terdapat potensi atau telah terjadi 
penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa 
dan ADD. 

(14) Sanksi yang diberikan kepada desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (13) diberikan berupa penundaan penyaluran Dana Desa 
danADD. 

( 15) Penyaluran kembali atas penundaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 14) dapat dilakukan kembali setelah pemerintah desa 
rnendapat rekomendasi untuk penyaluran kembali Dana Desa 
dan/atau ADD dari aparat pengawas fungsional. 
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BERlTA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2019 NOMOR 42. 

Diundangkan di Wangi-Wangi 
pada tanggal i, - 12. - 2019 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBl, 

ARHAWI 

Ditetapkan di Wangi-Wangi 
pada tanggal l,1-12 -2019 

BUPATl WAKATOBI, 

·,-:E:-~1?.AF Kr-.ctP.H'!NAJi'I 
N~1:.1,H/SATU!..r.J tlE!:1JA PA1::AJ:: 
1 &<:t.htr-<ri, r,~ Dcrerc-tt, I 

Pasal 79 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Wakatobi. 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 
Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 
(Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2019 Nomor 4), dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 78 

BAB rx 
KETENTUAN PENUTUP 
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4 

4 

4 

3 
3 
3 

01 
02 

3 

3 

2 

2 
2 
2 

1 

1 

1 

1 

1 

l 

1 
1 

1 

1 

1 

l 

90_99 Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilar 
Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa 
Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Oesa 
Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan 
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 

03 Pem bangunan/ Rehab iii tasi / Peningkatan Gedung/ Prasaranz 
Kantor Desa** 

2 90_99 lain·l~n kegiatan sub bidang sarana dan prasarana 
pemenntahan Desa" 
Sub Bidang Adrninistrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, 
Statistik dan Kcarsipao 
Pelayanan adrninistrasi urnum dan kependudukao (Sura 

Ol Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dJI) 

02 Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Prom Oesa (prom 
kependudukan dan potensi desa)*" 

03 Pengelolaan adrninistrasi dan kearsipan pernerintahan desa, 

04 Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentanj 
Kepeodudukan dan Pencatatan Sip 

05 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif 

3 90_99 
lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, 
pencatatan sipil, statistik dan kearsrpan= 
Sub Bidang Tata Praja Pernerintahan, Perencanaan, Keuangan 
dan Pelaporan 
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan 

01 APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., 
bersifat reguler) 
Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembui 02 warga, dll., vane: bersifat non-rezuler sesuai kebutuhan desal 

1 

l 
1 
1 

1 

07 

Penyediaan Operasional BPD [Rapat-rapat (ATK, ruakan 
minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, 
perjalanan dinas, listrik/ telpon, dll) 
Penvediaan lnsen tif I Onerasional RT I RW 

06 
1 

1 

1 

l 

05 

Penyediaan Operasional Pernerintah Desa (ATK, Honorarium 
PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian 
dinas/atribut, listrik/telpon, dll) 
Penvediaan Tunianzan BPD 

04 
1 

1 

1 

l 

Penyediaan .Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangka 
Desa 03 1 1 

Penvediaan Penahasilan Tetao dan Tunianaan Peranzkat Desa 02 1 1 

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang 
dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung 
terselenggaranya Iungsi pemerintahan Desa yang mencakup: 
Sub Bidang Penyeleoggaraan Belanja Penghasilan Tetap, 
Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 
% untuk kegiatan 1-7) 
Penvediaan Penzhasilan Tetap dan Tuniangan Keoala Desa 01 

BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 

1 

1 

1 

1 

l 

BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN 

3 

KODE 
REKENING 

DAFTAR KODE REKENING BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGlATAN 

: PERATURAN BUPATI WAKATOBI 
NO MOR : 4 2 TAHUN 2019 
TANGGAL : !I - 1'2. - 2019 
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN 

KEUANGAN DESA 

LAMPIRAN I 
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07 

06 

05 

02 
03 
04 

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan 
kegiatan dalam pembangunan pcndidikan, kesehatan, 
pekerjaan umum, dan lain-Jain. Pcmbangunan lidak berarti 
hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait 
dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan 
pembinaan : 
Sub Bidang Pendidikan 
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ /Madrasah Non· 
Formal Milik Desa= [Bantuan Honor Pengajar, Pakaiar 
Seragam, Operasional, dst) 
Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarena PAUO, dsij 
Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat 
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Tamar, 
Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa - 
Pemcliharaan Saran a dan Prasarana 
PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa"' 
Pcmbangunan/Rchabilitasi/Pcningkatan/Pcngadaa.n 
Sarana/Prasarana/AlaL Peraga Edukatif (APE) PAUD/ 
TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa=' 
Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarans 
Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milil 
Dcsa** 

01 

04 
05 
06 

01 

02 

l 

Tanah 

04 
05 
06 

l 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

5 

5 
5 
5 
5 

5 

5 
5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 l 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 
l 

l 

1 
1 
1 
1 

J 

1 
2 

1 

1 

l 

1 

l 

1 
I 

Penyuluhan Pertanahan 
Administra.si Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

07 Pcncntuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Pat.ok 
Desa •• 

5 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan= 
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 

03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, 
dll) 
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APB Def 
Perubahan/ L,PJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait) 
Pengelolaan/ Administrasi/lnvcntarisasi/ Penilaian Aset Desa 
Penyusunan Kebijakan Dcsa (Perdes/Perkades, dU - diluar 
dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan) 
Pcnyusunan Laporan Kepala Desa/Penyclenggaraan 

07 Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan 
akhir rnasa jabatan, laporan ketcrangan akhir tahun anggaran, 
informasi kepada masyarakat) 

08 Pengembangan Sistem lnformasi Desa 
Koordinasi/Kerjasama Penyelcnggaraan Pernerintahan dan 

09 Pembangunan Dcsa(Antar Desa/Kecarnalan/Kabupaten, Pihal 
Ketiga, dll)** 
Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihar 

10 Kcpala Kcwilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjad! 
wewenang Oesa) 

11 Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman 
kontingen dalam mcngilruti Lomba Dcsa 

4 90_99 lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pernerintahan, 
perencanaan, keuangan dan pclaporan= 
Sub Bidang Pertanahan 
Serti.fikasi Tanah Kas Oesa 
Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberiar 
Registrasi Agenda Pertanahan) 

03 Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin 
Mediasi Konflik Pert:ana.b.an 
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16 

17 
18 
19 

20 

15 

14 

13 

Jalar 12 

Jalan 11 

Jalan 

07 
08 
09 

10 

Desa/Balai 06 

05 

Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukimarr/Gang 
Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 
Pemeliharaan Jembatan Milik Oesa 
Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, 
Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana JaJan lain) 
Pemeliharaan Gcdung/Prasarana Balai 
Kemasyarakatan 
Pemeliharaan Pemakaman Milik Oesa/Situs Bersejarah Milik 
Desa/Pelilasan MiJik 
Pemeliharaan Embung Milik Desa 
Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa 
Pembangunan/Rehabilitasi/Pcningkatan/Pengerasan 
Desa ** 
Pem bangunan/ Rehabili tasi/Peningkatan /Pengerasan 
Lingkungan Permukiman/Gang ** 
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan 
UsahaTani- 
Pembangunan/Rehabilitasi/P<mingkatan/Pengerasan 
Jem batan Milik Desa ** 
Pembangunan/Rehabflitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa 
[Oorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, 
Prasarana Jalan lain) •• 
Pembangunan/Rehabltitasi/ Peningkatan Balai Oesa/ Balal 
Kemasyarakatan"" 
Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Pemakaman Milil 
Desa/SilUS Bersejarah Milik Oesa/Petilasan 
Pernbuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Soslal Desa "* 
Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa 
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Em bung Desa ** 
Pem bangunan/ Rehabilitasi / Peningkatan 
Monumen/Gapura/Batas Desa ** 

01 
02 
03 
04 

07 
08 

03 

04 
05 
06 

Pengelolaan Perpustakaan MiJik Desa (Pengadaan Buku-buku 
08 Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaar 

Desa) 
l 

3 
3 
3 
3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 
3 
3 
3 

3 

3 

3 
3 
3 
3 

2 

2 
2 
2 
2 
2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 
2 
2 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
2 
2 

2 

2 

2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 

2 

2 
2 
2 
2 

2 

09 Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Bclajar 
l 10 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Bcrprestasi 
l 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan* 

Sub Bidang Kesehatan 
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik 

01 Desa (Obat-obatan; Tambahan lnsentif' Bidan Dcsa/Perawat 
Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi 
Keluarga Miskin, dst) 

02 Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tarnbahan, Kelas lbu 
Hamil, Kelas Lansia, lnsentif Kader Posyandu] 
Pcnyuluhan dan Pclatihan Bidang Kesehatan (untul 
Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader- Kesehatan, dll) 
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 
Pembinaan Palang Mcrah Remaja (PMR) tingkat desa 
Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) 
Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional 
Pcmeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD 

09 Pembangunan/Rchabilitasi/Pcningkatan/Pengadaan 
Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** 

2 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan* 
3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Pemeliharaan Jalan Desa 
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dan Sarana 
7 

7 

7 

6 

6 

6 
6 

ten tang 
5 

01 
02 

Air Sambungan 

09 
10 

5 
5 
5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 
4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
2 

2 

2 
2 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
2 

2 
2 

2 

2 

2 
2 
2 
2 
2 

3 90_99 lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan 
ruang* 
Sub Bidang Kawasan Permukirnan 

01 Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah 
Tidak Layak Huni(RTLI-1) GAKIN (pemetaan, validasi, dll) 

02 Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa 

03 Perneliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air /Tandon 
Penampungan Air Hujan/Sumur Bar, dll] 

04 Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumab Tangga 
(pipanisasi, dll) 

05 Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, 
Parit, dll., diluar prasarana jalan) 

06 Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK um um, dll 
07 Pemeliharaan Fasilitas Pengetolaan Sa.mpah Desa/Permukiman 

(Penampungan, Bank Sampah, dll) 

08 Pemeliharaan Sistern Pembuangao Air Limbah (Drainase, Ai, 
limbah Rurnah Tangga) 
Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa 
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Rcsapan r" 

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih 
11 Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur 

Sor, dll)** 
12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan 

Bersih ke Rumah Tangga (pipanlsasi, dll) ** 

13 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman 
(Gorong-gorcng, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan] ** 

14 Pembangunan/Rehabilita.s/Peningkatan Fasilitas .Jarnban 
Umum/MCK umum, dll ** 
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan 

15 Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, 
dll)** 

16 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan 
Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)** 

17 Pem bangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Taman/Taman 
Bermain Anak Milik Desa?" 

4 90_99 
lain·!~ kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan 
pernukiman" 
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 
Pengelolaan Hutan Milik Desa 
Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa 

03 
Pelatihan / Sosialisasi f Penyuluhan / Penyadaran 
Linglrungan Hidup dan Kehutanan 

5 90_99 
lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan 
Hidup" 
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan lnformatika 

01 Pembuatan Rambu-rambu di JaJan Desa 
Penyelenggaraan Infonnasi Publik Desa (Misal : Pero buatan 

02 Poster/Baliho lnfonnasi penetapan/LPJ J\PBDes untuk Warga, 
dll) 

03 
Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/lnstalasi Komunikasi 
dan lnformasi Lokal Desa 

6 90_99 
lain-lain kegjatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan 
lofonnatika* 
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 

01 
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat 
Desa 

02 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan 
Prasarana Enerzi Alternatif tinzkat Desa ** 
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dan 

Desa 
jadwal 

Keamanan 
pelaksanean 

3 
3 
3 

3 

3 

3 

3 
3 
3 

3 

3 

3 

3 
3 
3 
3 

3 
3 
3 
3 

3 

3 

3 

3 

3 

dan 
01 

02 

BIDANG PEMBINMN KEMASYARAKATAN DESA 
Bidang pembinaan kernasyarakatan bcrisi sub bidang dan 
kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran 
masyarakat. /lembaga kemasyarakatan dcsa yang mendukunj 
proses pembangunan desayang mencakup : 
Sub Bidang Keteoteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungar 
Masyarakat 
Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos 

01 (pembangunan pos, pengawasan 
ronda/patroli dll) .... 

02 Penguat.an dan Peningkatan Kapasitas Tenaga 
Keamanan/Ketert.iban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa) 
Koordinasl Pembinaan Ketentraman, Ketertlban, dan 

03 Pelindungan Masyarakat(dengan masyarakat/instansi 
pemerintah daerah, dlJ) Skala Loka1 Dcsa 
Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa 
Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bcncana Skala LokaJ Desa 
Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin 

07 Pclatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kcpada Masyarakat di 
Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat 

1 90_99 lain-lain kegiatan sub bidang Ketenterarnan, Ketertiban Umum, 
dan Pclindungan Masyarakat* 
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 

01 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 
Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan 02 sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota 
Penyelenggaraan Festival Kcscnian, Adal/ Kebudayaan, dan 

03 Keagamaan (perayaan hari kemerdckaan, hari besai 
keagamaan, dll) tingkat Desa 

04 Perneliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah 
Adat/ Keagamaan Milik Desa *"' 

05 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dar 
Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa ** 

2 90-99 lain-Iain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan* 
Sub Bidang Kcpcmudaan dan Olah Raga 

01 Pengirlman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai 
Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota 

02 Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kcpemudaan, 
Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa 

03 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga 
tingkaL Desa 

04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olar 
Raga M ilik Dcsa** 

05 Pcmbangunan/Rchabilitasi/Peningkatan Sarana 
Prasarana Kepemudaan clan Olah Raga Milik Dcsa** 

3 06 Pembina.an KarangTaruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga 
3 90-99 lain-lain keziatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga* 

Sub Bidang Pariwisata 
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa 
Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana 
Prasarana Pariwisata Milik 

8 03 Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa 
8 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata* 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 
2 

l 

l 
1 

I 

l 

1 

1 

1 

8 

04 
05 
06 

8 
8 

2 
2 
2 

2 
2 
2 

7 90_99 l~n-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Days 
Mineral" 
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5 02 Pengem.bangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah serta Koperasi 

5 03 
Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengcmbangar 
Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian 

5 90_99 
lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menengah* 

5 

5 

4 

01 
02 
03 

4 
4 

4 

3 
3 
3 
3 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

05 

06 
l 

l 

1 

I 
01 
02 

I 
I 

4 04 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 
4 90-99 Jain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat* 

B!DANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 
Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan 
kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, 
kapasitas masyarakat dalam mcningkatkan kesejahtcraan 
masyarakat, yang mencakup : 
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 
Perneliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa 
Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa 

03 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam 
Perikanan Darat Milik Desa** 

04 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan 
Sungai/Kecil Milik Desa"* 
Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst) 
Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk 
Perikanan Darat/Nelayan ** 

1 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan* 
2 Sub Bidang Pertanian dan Petemakan 

01 
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan 
pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll) 

02 Peningkatan Produksi Petemakan (Alat Produksi dar 
pengolahan peternakan, kandang, dll) 

03 Penguatan Ketahanan Pangan Ttngkat Desa (Lumbung Desa, 
dll) 

04 Pemeliharan Saluran lrigasi Tersier/Sederhana 

05 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk 
Pertanian/Peternakan * 

2 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Petemakan* 
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 

01 Peningkatan kapasitas kepala Desa 
02 Peningkatan kapasitas perangkat Desa 
03 Peningkatan kapasitas BPD 

3 90_99 
lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur 
Desa 
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak 
dan Keluarga 
Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 
Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak 
Pelatihan dan Penguatan Pcnyandang Difabel (penyandanj 
disabilitas) 

4 90 99 lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Pcrempuan dar 
- · Perlindungan Anak* 

Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
(UMKM) 

O 1 Pelatihan Manajernen Pengelolaan Koperasi/ KUO/ UMKM 

4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 
'I 01 Pembinaan Lembaga Adat 
4 02 Pernbinaan LKMD/LPM/LPMD 
4 03 Pem binaan PKK 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 
4 

4 

4 

4 

4 

4 
4 
4 
4 
4 
q. 

4 

4 

4 

4 

4 
4 

4 

4 
4 
4 

4 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
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* = [Penambahan Kegiatan ditetapkan oleh Kabupaten) 
** = (untuk penamaan kegiatan, pilih salah satu sesuai kebutuhan desa, rnisal 

: Pembangunan, atau Rehabilitasi, atau Peningkatan, atau Pengerasan) 

Sub Bidang Keadaan Mendesak. 
Keadaan Mendesak 00 

02 

03 

3 

l 
2 
2 
3 

1 

7 

7 

7 

7 
7 

6 

6 

6 

5 
5 
5 
5 
5 
5 

4 

5 

4 

4 

4 
4 
4 

4 

4 

4 

4 
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal 

Ol Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awai 
BUM Desa) 

02 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan 
oleh Desa) 

6 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal* 
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 

01 Perneliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa 
Pem bangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Pasar Desa/ Kios 
milik Desa *" 
Pengembangan lndustri kecil level Desa 
Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendam.pingan kelompok 

04 usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah 
tangga, dll} ,..,. 

7 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian" 
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURA1 
DAN MENDESAK 
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan 
Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan 
bencana, keadaan darurat dan mendesak : 
Sub Bidang Pcnanggulangan Bencana 

00 PenangguJangan Bencana 
Sub Bidang Keadaan Darurat 

00 Keadaan Darurat 
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Kode Rekenina 
a b c D Uraian 

4 PENDAPATAN 
4 1 Pendaoatan Asli Desa 
4 1 l Hasil Usaha 
4 l l 01 Bruri Hasil BOMDes 
4 l l 90-99 Lain-lain 
4 t 2 Hasil Aset 
4 l 2 01 Penzelotaan Tanah Kas Desa 
4 l 2 02 Tambatan Perahu 
4 l 2 03 Pasar Desa 
4 l 2 04 Ternpar Pemandian Umum 
4 1 2 05 J aringan lrigasi Desa 
4 1 2 06 Pelelangan Ikan Milik Desa 
4 l 2 07 Kios Milik Desa 
4 1 2 08 Pemanfaatan Lapanganj Praserena Olah raza Milik Desa 
4 t 2 90-99 Lain-lain 
4 1 3 Swadava, Partisipasi dan Gotcnz Rovonz 
4 1 3 01 Swadava, partisipasi clan <raton11. royong 
4 1 3 90-99 Lain-lain Swadava, Partisipasi clan Gotona Rovona 
4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 
4 I 4 01 Hasil Punzutan Desa 
4 1 4 90-99 Lain-Iain 
4 2 Transfer 
4 2 l Dana Desa 
4 2 1 01 DanaDesa 
4 2 2 Bagian dari Hasil Pajak clan Retribusi Daerah Kabuoaterr/kota 
4 2 2 01 Bazian dari Hasil Paiak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota 
4 2 3 Alokasi Dana Desa 
4 2 3 01 Alokasi Dana Desa 
4 2 4 Bantuan Keuanzan Provinsi 
4 2 4 01 Bantuan Keu.angan dari APBD Provinsi 
4 2 4 90-99 Lain-lain Bantuan Keuanaan dari APBD Provinsi 
4 2 5 Banruan Kcuanaan APBD Kabunaterr/Kota 
4 2 5 01 Bantuan Keuarigan APBD Kabuoaten/Koca 
4 2 5 90-99 Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabuoaten/ Kota 
4 3 Pendaoatan Lain-lain 
4 3 l Penerimaan dari Hasil Keriasama, antar Desa 
4 3 1 01 Penerimaan dari Hasil Keriasaroa antar Desa 
4 3 2 Pencrimaan dari Hasil Keriasama Desa denzan Pihak Ketiza 
-1 3 2 01 Penerimaan dari Hasil Keriasarna Desa denaan. Pihak Ketiaa 
4 3 3 Penerimaan dad Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa 
4 3 3 01 Penerimaan dari Baruuan Perusahaan vane bcrlokasi di Desa 
4 3 4 Hibah dan sumbangan deri Pihak Keri= 
4 3 4 01 Hibah da:n sumbarnzan dari Pihak Ketiza 

Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebclumnya yang 
4 3 5 mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun 

anzzaran berialan 

KODE REKENING PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBTAYAAN 

: PERATURAN BUPATI WAKATOBI 
NOMOR : 42 TAHUN 2019 
TANGGAL : 31 - I :2. - 2019 
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN 

KEUANGAN DESA 

LAMPIRAN Il 
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4 3 
Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya 

5 01 yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada 
tahun anaearan berialan 

4 3 6 Bunza Bank 
4 3 6 01 Bunza Bank 
4 3 9 Lain-lain pendapatan Desa yang sah 
4 3 9 90-99 Lain-lain pendapatan Desa vanz sah 
5 BEl,AN,JA 
5 1 Belanja Pegawai 
5 l 1 Penzhasilan Tetap clan Tunianaan Keoala Desa 
5 l l 01 Penzhasilan Tetan Keoala Desa 
5 l 1 02 Tunjangan Kepala Desa 
5 l l 90-99 Penerimaan. Lain Keoala Desa vanz Sah 
5 1 2 Penzhasilan Te tao dan Tunianzan Per an zkat Desa 
5 i 2 Ol Penghasilan Tetap Peranakat Desa 
5 1 2 02 Tunjangan Perarizkat Desa 
5 1 2 90-99 Penerlmaan Lain Peranakat Desa van" Sah 
5 1 3 Jaminan Sosial Kepala Desa dan Peranakar Desa 
5 1 3 01 Jaminan Keseharan Kcnala Desa 
5 1 3 02 Ja:minan Kesehatan Peranzkat Oesa 
5 1 3 03 Jaminan Kerenazakeriaan Kepala Desa 
5 I 3 04 Jamlnan Keteriagakerjaan Peranzkat Desa 
5 l 4 Tuniangan BPD 
5 1 4 01 Tunianzan Kedudukan BPD 
5 1 4 02 Turrianaan KinerjaBPD 
s 2 Belania Barang dan Jasa 
s 2 1 Belania Barana Perlengkapan 
5 2 1 01 Belarria Perlenzkanan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 
s 2 l 02 Belania Perlengkapan Alat-alat Listrik 

Belanja Perlengkapan Alar-alat Rumah Tangga/ Peralatan clan 
s 2 l 03 Bahan Keber-sihari 

Belanja Saban Bakar Minyak/Gas/lsi Ulang Tabung Pemadam 
5 2 l 04 Kebakaran 

Belanja Pedengkapan Cetak/Penggandaan • Belanja Barang 
5 2 1 05 Cerak dan Penzzandaan 

Belanja Perfengkapan Barang Konsumsi (Mak an/ min um) - 
5 2 I 06 Belania Barana Konsumsi 
5 2 J 07 Belania Bahan I Material 
5 2 l 08 Belania Beodera/Umbul·umbul/Snanduk 
5 2 1 09 Bclanja Pakaian Dinaa/Seragam/ Atribut 
5 2 1 10 Belanja Obat-obatan 
s 2 1 11 BelaniaPakan Hewan/lkan, Obat-obatan Hewan 
5 2 1 12 Belania Puouk/Obat-obatan Pertan.ian 
5 2 1 90-99 Bclanja Baranz Perlcnakanan Lairmva 
5 2 2 Belania Jasa Honorarium 
5 2 2 01 Belania Jasa Honorarium Tim vana Melaksaoakan Keziatan 

Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum 
5 2 2 02 Desai Operator 
s 2 2 03 Belania Jasa Honorarium/ lnsentif Pelavanan Desa 
5 2 2 04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsulcan/Narasumber 
5 2 2 05 Belanja Jasa Honorarium Petuzas 
5 2 2 90-99 Belania Jasa Honorarium Lainnva 
5 2 3 Belania f'erlalanan Dinas 
5 2 3 01 Belania Perialanan Dinas Oalam Kabuoaten/Kota 
5 2 3 02 Belania Perialanan Dinas Luar Kabuoaten/Kota 
5 2 3 03 Belania Kursus/Pelatihan 
5 2 4 Belania J asa Sewa 
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5 2 4 01 BeJaniaJasa Sewa Banrunan/Gedun2/Ruang 
5 2 4 02 Belania Jasa Sewa Peralatan/ Perlengkapan 
5 2 4 03 Belania Jasa Sewa Sarana Mobilitas 
5 2 4 90-99 Belania Jasa Sewa Lainnya 
5 2 5 Belania Onerasional Perkantoran 
5 2 5 01 Belania J asa Lanazanan Listrik 
5 2 5 0.2 Belania J asa Lanazenan Air Bersih 
5 2 5 03 Belania Jasa Lanzzanan Maialah/Surat Ka bar 
5 2 5 04 Belania Jasa Lanzzanan Telenon 
5 2 5 05 Belania Jasa Lanaeanan Internet 
5 2 5 06 Belania Jasa Kur:irlPos/Giro 
5 2 5 07 Belania Jasa Perpanjangan liin/Paiak 
5 2 5 90-99 Belania Onerasional Perkantoran Lainnva 
5 2 6 Belania Pemeliharaan 
5 2 6 01 Belania Pemellharaan Mesin dan Peralatan Berat 
5 2 6 02 Belania Pemeliharaan Kendaraan Berrnotor 
5 2 6 03 Belania Pemeliharaan Peralatan 
5 2 6 04 Belania Pemcliharaan Banzunan 
5 2 6 05 Belania Pemeliharaan Jalan 
5 2 6 06 Belania Pemcliharaan Jembatan 

Belanja Pemeliharaan lrigasi/Saluran Sungai/Embung/ Air 
5 2 6 07 Beraih, iarinzan Air Limbah, Persamoahan, dlll 

Belanja Pemeliharaan J aringan clan lnsralasi (Listrik, Telepon, 
5 2 6 08 Internet, Komunikasi, dU) 
5 2 6 90-99 Belania Pemeliharaan Lainriva 
5 2 7 Belania Barana dan Jasa vana Diserahkan keoada Masvarakai 
5 2 7 01 Belania Bahan Perlenzkanan vana Diserahkan ke masvarakat 

Belanja Bantuan Mesin/ Kendaraaan bermotor /Peralatan yang 
5 2 7 02 diserahkan ke masvarakat 
5 2 7 03 Belania Bantuan Banzunan vanz diserahkan ke masvarakat 
5 2 7 04 Belania Beasiswa Berprestasij Masvarakat Miskin 
5 2 7 05 Belania Bantu an Bibit Tanaman/Hewan/lkan 

Belanja Barang dan Jasayang Diserahkan kepada Masyarakat 
5 2 7 90-99 Lainnva 
5 3 Belania Modal 
5 3 1 Belania Modal Penzadaan Tanah 
5 3 l 01 Belanja Modal Pembebasao/Pembelian Tanah 
5 3 1 02 Belania Modal Pembavaran Honorarium Tim Tanan 
5 3 1 03 Belania Modal Penzukuran dan Pembuatan Sertifikal Tanah 
5 3 1 04 Belania Modal Penzuruken dan Pematangan Tanah 
5 3 l 05 Belania Modal Perialanan Pengaclaan Tanah 
5 3 l 90-99 Belania Modal Penaadaan Tanah Lainnya 
5 3 2 Belania Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat 
5 3 2 01 Belania Modal Honor Tim yang Melalcsanakan Keziatan 
5 3 2 02 Belani a Modal Peralatan EleJ...1:ronik dan Alat Studio 
5 3 2 03 Belania Modal Perelatan Komputer 
5 3 2 04 Belania Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruanaan 
5 3 2 05 Belania Modal Peralatan Dapur 
5 3 2 06 Belania Modal Peralatan Alat Ukur 
5 3 2 07 Belania Modal Peralatan Rarnbu-rambu/Patok Tanah 
5 3 2 08 Belania Modal Peralatan khusus Kesehatan 

8elanja Modal Peralacan k.busus 
5 3 2 09 Pertanian I Perikanan J Petemakan 
5 3 2 10 Belania Modal Mesin 
5 3 2 ll Belania Modal Penoadaan Alat-Alat Berat 
5 3 2 90-99 Belania Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnva 
5 3 3 Belania, Modal Kendaraan 
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5 3 3 01 Belanja Modal Honor Tim vanz Mclaksaoakan Kel!iatan 
5 3 3 02 Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor 
5 3 3 03 Belania Modal Anzkutan Darat Tidak Bermotor 
5 3 3 04 Belania Modal Kendaraan Air Bermotor 
5 3 3 05 Belania Modal Anakutan Air Tidak Bermotor 
5 3 3 90-99 Belanja Modal Kendaraan Lainnva 
5 3 4 Belania Modal Gedurig, Banaunan dan Tarnan 
5 3 4 01 Belania Modal Honor Tim =no Melaksanakan Kcaiatan 
5 3 4 02 Belania Modal Uoah Tenaza Keria 
5 3 4 03 Belania Modal Bahan Baku 
5 3 4 04 Belanja Modal Sewa Peralatan 
5 3 5 Belania Modal Jalan/ Prasarana Jalan 
5 3 5 01 Belania Modal Honor Tim vana Melaksariakan Keziatan 
5 3 5 02 Belanja Modal Uoah Tenaza Keria 
5 3 5 03 Belanja Modal Bahan Baku 
5 3 5 04 Belania Modal Sewa Peralatan 
5 3 6 Belania Modal Jembatan 
5 3 6 01 Belania Modal Honor Tun vana Melaksanakan Keziaran 
5 3 6 02 Belanja Modal Uoah Tena= Keria 
5 3 6 03 Belania Modal Bahan Baku 
5 3 6 04 Belania Modal Sewa Peralat.an 

Belanja Modal l.rigasi/Embung/ Air Sungai/Drainase/ Air 
5 3 7 Limbah/Pcrsamoahan 
5 3 7 01 Belanja Modal Honor Tun vanz Melaksanakan Keziatan 
5 3 7 02 Belanja Modal Unah Tenaza Keria 
5 3 7 03 Belania Modal Ballan Baku 
5 3 7 04 Belanja Modal Sewa Peralatan 
5 3 8 Belania Modal J arin11;an/ lnstalasi 
5 3 8 01 Belania Modal Honor Tim vanz Melaksanakan Keziatan 
5 3 8 02 Belania Modal Upah Tenaga Keria 
5 3 8 03 Belania Modal Bahan Baku 
5 3 8 04 Belanja Modal Sewa Peralatan 
5 3 9 Belania Modal Jainnya 
5 3 9 01 Belania Modal khusus Pendidikan dan Peroustakaan 
5 3 9 02 Belania Modal khusus Olahraza 
5 3 9 03 Belania Modal khusus Kesenian/Kebudayaan/kea1>amaan 
5 3 9 04 Belania Modal Tumbuhan/Tanaman 
5 3 9 05 Belania Modal Hewan 
5 3 9 90-99 Belania Modal Lainnva 
5 4 Belania Tak Terdu1ta 
5 4 1 Belania Tak Terduga 
5 4 1 01 Belania Tak Terduga 
6 PEM131AY AAN 
6 1 Penerimaan Pembiayaa:a 
6 1 l SJLPA Tahun Sebelumya 
6 1 1 01 SILPA Tahun Sebelu.mnva 
6 1 2 Pencairan Dana Cadanaan 
6 I 2 01 Pencairan Dana Cadanzan 
6 1 3 Hasil Peniualan Kekavaan Desa vanz Dipisahkan 
6 1 3 01 Hasil Peniualan Kekavaan Desa van" Dioisahkan. 
6 1 9 Penerimaan Pembiavaan Lainnva 
6 1 9 90-99 Penerimaan Pembiavaan Lainnva 
6 2 Pen11:eluaran Pembiavaan 
6 2 j Pembentukan Dana Cadanzan 
6 2 1 01 Pembenrukan Dana Cadanzan 
6 2 2 Penvertaan Modal Desa 
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6 2 2 01 Penyertaan Modal Desa 
6 2 9 Penzeluaran Pembiavaan lainnva 
6 2 9 90-99 Penzeluaran PembiaYB1ID lainnya 
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KEPALA DESA , 
Menirnbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal .. .. Peraturan Daera.b 

Kabupaten Nomor Tahun ten tang , Kepala 
Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa); 

b. bahwa Rancangan Peraturan Desa lentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa seba.gaimana dirnaksud dalarn 
huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Sadan 
Permusyawaratan Desa; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan 
Peraturan Desa ...... ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa Tahun Anggaran ..... ; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 471 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentu.kan 
Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten 
Kolaka Utara di Provins! Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Trunbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 

3. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintab Pusat dan Pernerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
TAHUN ANGGARAN . 

TENT ANG 

PERATURAN DESA . 
NOMOR ... TAHUN . 

KEPALA DESA . 
KABUPATEN WAKATOBI 

FORMAT PERATURAN DESA TENTANG APB DESA 

: PERATURAN BUPATI WAKATOBI 
NOMOR : 42. TAHUN 2019 
TANGGAL : 3 l - 12 - 2019 
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLMN 

KEUANGAN DESA 

LAMPIRAN III 
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5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 4846); 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesian Tahun 2014 Nornor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemcrintahan 
Daerah [Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kcdua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan tembaran Negara 
Republik Jndonesia Nomor 5679); 

8. Peraruran Pemerintah Nomor 43 Tahun 20 l 4 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
teotang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 
Pcrubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia rahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6321); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang Bersurnber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 168, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558) scbagaimana telah diubah beherapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nornor 8 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua Atas Pera.turan Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara {Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 5864); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambanan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

lL Peraiuran Ment.eri Dalam Negeri Nomor 13 Ta.hun 2006 tentang 
Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri 
DaJarn Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Rcpu blik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 611); 

13. Peraturan Menteri Desa, Pcmbangunan Dacrah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 teritang Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020; 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07 /2018 
tentang Pengelolaan Dana Desa (Serita Negara Republik 
lodonesia Tahun 2018 Nomor 1838); 

15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi 
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Pasal 3 
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memuat : 

a, APB Desa; 
b. daftar penyertaan modal, jika tersedia; 
c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan 
d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun angga.ran sebelumnya, jika 

ada. 

Pasal 2 

Uraian lebih Ianjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalarn Lampiran berupa Rincian Struktur 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Desa ini. 

Rp . 
Rp . 
Rp . 

Rp . 
Rp . 
Rp . 

a. Pendapatan Desa 
b. Belanja Desa 

Surplus/Defisit 
c. Pembiayaan Desa 

1. Pembiayaan Desa 
2. Penerimaan Pembiayaan 
Selisih Pcmbiayaan (a-b) 

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DESA TAHUN ANG GARAN . 

Pasal 1 
Angga.ran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian 
sebagai berikut : 

lvIBMUTUSKAN: 

KEPALA DESA 

dan 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA . 

Dengan Kesepakatan Bersama 

Tahun 2010 Namer 1) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 201.6 ten tang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Wakatobi Tahun 2016 Namer l); 

16. Peraturan Daerah Nornor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi 
[Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5); 

17. Peraturan Dacrab Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 
2016-2021 [Lernbaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 
2011 Nomor 3) sebagaimana telah dlubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 
(Lembaran Daeran Kabupaten Wakatobi Tahun 2018 Nornor 
7); 

18. Peraturan Bupati WakatobJ Nomor Tahun tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Daerah 
Kabupaten Wakatobi Tabun Nomor ); 

19. Peraruran Desa Nornor Tahun tcntang ; 
20. dst .... 
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LEMBARAN DESA ...... TAHUN ..... NOMOR ...... 

Diundangkan di . 
pada tanggal 20 . 

SEKRE1'ARlS DESA .... , 

Ditetapkan di . 
pada tanggal 20 .. 

KEPAL/1 D!!:SA, 

Dalam hal terjadi : 
l , penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun 

berjalan: 
2. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; 

dan 
3. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelurnnya dan menyebabkan SiLPA 

akan dilak.sanakan dalam tahun berjalan. 
kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan 
perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan 
memberitahukannya kepada BPD. 

Pasal7 
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggaJ diundangkan. 
Agar setiap orang dapat rnengetahui, mernerintahkan pengundangan Peraturan 
Desa ini dalarn Lembaran Desa . 

PasaJ 6 

Pasal 5 
(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan 

bencana, keadaan darurat, dan mendesak. 
(2) Pendanaan J<egiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan 

anggaranjcnis belanja tidak terduga. 
(3) Pemerlnlah Desa dapat mclakukan kegiatan penanggulangan bencana, 

keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang 
selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan 
APB Desa 

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria: 
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan 

tidak dapat diprediksi sebelumnya; 
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 
c. berada dlluar kendati dan pengaruh pemerintah Desa; 
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka 

pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau 
permasalahan sosial; dan 

e. berskala lokal Desa. 

PasaJ 4 
Kepala Desa menetapkan Peraturan KepaJa Desa tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan A PB 
Desa. 
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KODE REKENING URAJAN ANGGARAN SUM BER 
Rp DANA 

l 2 3 4 5 
a b c a b 

4 PENDAPATAN 
4 1 PADesa 
4 2 Transfer 
4 3 Pendaoatan lain-lain 

JUMLAH PENDAPATAN 

5 BELA NJ A 
l Penvelenzzaraan Pemerintahan Desa 

Penyelenggaraan Belanja Penghasilan 
1 l Tetap, Tunjangan dan Operasional 

Pemerintahan Desa 

1 l 01 Penyediaan Penghasilan Te tap dan 
Tunjangan Kepala Desa 

l l 01 5 1 Belania PegawaJ 

l 3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan 
Sip ii, Statisrik dan Kea.rsipan 

Pelayanan adrninistrasi umurn dan 
l 3 01 kependudukan (Surat Pengantar/ 

Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll) 

1 3 01 5 2 Belania Barang dan Jasa 
2 Pelaksanaan Pembanzunan Desa 
2 l Pendidikan 

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan 
2 1 05 Sarana Prasarana Perpustalcaan/Taman 

Bacaan Desa/ Sanggar Belajar 

2 0 5 2 3 Belanja Modal 5 
Penanggu langan Ben can a, Keadaan 

5 Darurat dan Mendesak 
5 l Penanggulangan Bencana 
5 l 5 4 Belanja Tak Terduga 
5 1 Keadaan Darurat 
5 1 5 4 Belanja Tak Terduga 

dst JUMLAH BELANJA 
SURPLUS /(DEFJSIT) 

6 PEMBIAYAAN 

PORMAT 
ANGGAR.I\N PENDAPATAN DAN BELJ\NJA OESA 

PEMERINTAH DESA . 
TAHUN ANOGARAN . 

LAMPJRAN : PERATURAN DESA . 
NOMOR 
TAHUN 
TENTANG : ANOGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 

ANGGARAN .... 
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BVPATl WAKATOBI, 

( ) 

Kepala Desa, .. 

..................... ,. ·• - .. 

6 1 Penerimaan Pernbiayaan 
6 2 Pene:eluaran Pernbiavaan 

SELISIH PEMBIAYAAN 
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KEPALA DESA , 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa 
...... Nomor .... Tahun ten tang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa , perlu menetapkan rancangan 
Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa); 

b. banwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Kepala 
Desa ...... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa .... Tahun Anggaran ..... ; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pernbentukan 
Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten 
Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara [Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republlk tndonesta 
Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ...... 
TAHUN ANGGARAN .. 

TENT ANG 

PERATURAN KEPALA DESA. .. 
NOMOR ...... TAHUN . 

KEPALA DESA . 
KABUPATEN WAKATOBl 

FORMAT PERATVRAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN APB 
DESA 

: PERATURAN BUPATI WAKATOBI 
NOMOR : 42. TAHUN 2019 
TANGGAL: $\-12 - 2019 
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN 

KEUANGAN DESA 

LAMPIRAN IV 
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5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4846]; 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesian Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telab diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerlntah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
201'l Nomor 123, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Lentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 6321); 

9. Peraturan Pemerintah Nornor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Repub.lik Indonesia 
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2014 ten tang Dana Desa. yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lernbaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 5864); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Kcuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negcri Nomor 21 Tahun 201 l teruang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Beri.ta Negara 
Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 3101; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 611); 

13. Peraturan Menterl Desa, Pembangunan Oaerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Nomor 11 Tahun 20 I 9 ten tang Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020; 

14. Peraturan Merneri Keuangan Nomor 193/PMK.07 /2018 
tentang Pengelolaan Dana Desa (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838); 
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Pasal 2 

Uraian lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
sebagalma.na dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang rnerupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Oesa ini. 

Rp .. 
Rp .. 
Rp . 

Rp . 
Rp . 
Rp . 

Rp .. 
Rp .. 
Rp .. 
Rp . 

Rp .. 
Rp . 
Rp . 
Rp . 

c. Pembiayaan Oesa 
1. Penerimaa.n Pernbiayaan 
2. Pengelua.ra.n Pembiayaan 

Selisih Pembiayaan (a-b) 

Jumlah Belanja 
Surplus/ Defisit 

Pasal 1 
Penja.baran Anggara.n Pendapatan da.n Belanja Desa ..... Tahun Anggaran ....... 
terdiri dart : 
a. Pendapatan Desa 

l. Pendapatan Asli Desa 
2. Transfer 
3. Lain-lain pendapata.n yang sah 

Jumlah Pendapatan 
b. Bela.nja Desa 

1. Bidang Penyelenggaraan P'emerintah Desa 
2. Bida.ng Pembanguna.n 
3. Bidang pembinaan kemasyarakatan 
4. Bidang Pernberdayaan Masyarakat 
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan 

Mendesak 

Menetapkan ; PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ........ TAHUN A.NGGARAN 

MEMUTUSKAN: 

15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 ten tang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi 
Tahun 2010 Nomor 1) sebagalmana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 ten tang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tenta.ng 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembara.n Da.erah Kabupaten 
Wakatobi Tahun 2016 Nomor l); 

16. Peraturan Daerah Nomor 5 Ta.hun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi 
(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5); 

17. Pera.turan Oaerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Oaerah Tahun 
2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 
2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 
(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2018 Nomor 
7); 

18. Pera tu ran Bupati Wakatobi Nomor Tahun ten tang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Daerah 
Kabupaten Wakatobi Tahun Nomor ); 

19. Peraruran Desa. ....... Nomor Tahun tentang ...... ; 

20. dst, ... 
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SERITA DESA ...... TAI-IUN ..... NOMOR ...... 

SEKRETARIS DESA .... , 

Diundangkan di ..... 
pada tanggal 20 ... 

KEPALA DESA, 

Ditetapkan di . 
pada tanggal 20 .. 

Pasal 4 

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Kepala Oesa ini dalam Serita Desa . 

Pasal 3 
Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan 
dalam Peraturan Kepala Desa ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi 
pelaksana kegiatan anggaran. 
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FORMAT 
PENJABARAN ANGGARAN l'ENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

PEMERINTAH DESA . 
TAHUN ANGOARAN .............. 

KODE REKENING URAIAN 
KELUARAN/ I ANGG SUMBER OUTPUT ARAN DANA VOL SA TUAN 

I 2 3 4 5 6 7 
a b c a b c d 

4 PENDAPATAN 
4 l PADesa 
4 l 1 Hasil usaha 
4 1 1 ... <Obvek Pendapatan> 
4 2 Transfer 
4 2 l DanaDesa 
4 3 Pendaoatan lain-lain 

4 3 l Penerimaan darl Hasil 
Kerja sama Antar Desa 

4 3 l ... <Obvek. Pendapatan> 
dst... 

JUMLAH PENDAPATAN 

5 BELANJA 

1 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Dcsa 
Penyelenggaraan 
Belanja Penghasitan 

1 1 Te tap, Tunjangan dan 
Operasional 
Pemerintahan Desa 
Penyediaan Penghasilan 

1 L 01 Tetap dan Tunjangan 
Kepala Desa 

l 1 01 5 l Belania Peaawal 

01 5 l 1 Penghasilan Tetap & 
1 l Tunjangan Kepala Desa 

l 1 01 5 1 1 <Rincian Obyek ... Belania> 
Administrasi 

1 3 
Kependudukan, 
Pencatatan Sipil, 
Statistik dan Kearsioan 
Pelayanan adrninistrasi 
umwn dan 

] 3 01 
kcpendudukan (Surat 
Pengantar / Pelayanan 
KTP, Kartu Kcluarga, 
cUI) 

I 3 01 2 2 Belanja Barang dan 
Jasa 

1 3 Ol 2 2 2 Belanja Jasa 
Honorarium 

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA . 
NOMOR 
TAHUN 
TENTANG : PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN . 
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• 

( ) 

BUPATI WAKATOBJ, 

Kepala Desa, ,. . 

•••••••••••••••••••. ·1 • . 

<Rincian Obyek 
Belanta> 

2 Pelaksanaan 
Pernbanzunan Desa 

2 L Pendidikan 
Pembangunan/Rehabili 
tasi/ Peningkatan 

2 1 05 Sarana Prasarana 
Perpustakaarr/Taman 
Bacaan Desa/Sanggar 
Belajar 

2 I 05 5 3 Belania Modal 
2 l 05 5 3 4 Belania Modal Gedunz 

l 1 05 5 3 4 <Rincian Obyek ... Belania> 
PenangguJangan 

5 Bencana, Keadaan 
Darurat dan Mendesak 

5 1 Penanggulangan 
Bencana 

5 1 00 Penanggulangan 
Bencana 

5 1 00 5 4 Belania Tak Terduaa 
5 1 00 5 4 )0 Belania Tak Terduza 
5 l 00 5 4 00 )0 Belania Tak Terduza 

.JUMLAH BELANJA 
SURPLUS /(DEFISIT) 

6 PEMBlAYMN 

6 l Penerimaan 
Pembiavaan 

6 1 1 SiLPA Tahun 
Sebelumnya 

6 1 l S!LPA Tahun 1 Sebelumnya 

6 2 Pengeluaran 
Pernbiayaan 

6 2 l Pembentukan Dana 
Cadano:an 

6 2 2 l Pembentukao Dana 
Cadanzan 

dst 
SEUS!H PEMBIAY AAN 
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B. SASARAN EVALUASI 

Sasaran pelaksanaan evaluasi, yaitu: 
1. diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk 

memberikan penilaian kepada Desa dalarn kaitannya dengan 
kepatuhan penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Desa 
tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang 
Perubahan APB Desa. 

2. diperoleh data dan informasi yang akan rnenjadi dasar untuk 
memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan 
substansi dan materi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa 
dan Rancangan Peraturan Desa tentang Peruba.han APB Desa. 

C. RUANO LJNGKUP EVALUASI 
Ruang lingkup pelaksanaan Evaluasi, yaitu: 
1. aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan 

informasi terkait dokumen pendukung dalam pcnyusunan 
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan 
Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa; 

2. aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang 
melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa dimaksud; 

3. aspek kebijakan yang meliputi identi.fikasi konsistensi substansi dan 
materi dengan RPJM Desa dan RKP Desa; dan 

4. aspek substansi anggaran dalam struktur APB Desa yang meliputi 
pendapatan, belanja dan pembiayaan. 

A. MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud dan tujuan panduan ini, yaitu: 
1. Maksud 

Panduan ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya prinsip 
kepatuhan, keselarasan, keseimbangan dan kejelasan pengelolaan 
keuangan Desa dalam membiaya.i Pembangunan Desa berdasarkan 
kewenangan Desa yang mengutamakan kepentingan umum dan 
sesuai dengan kelentuan peraturan perundangan, 

2. Tujuan Umum 
Panduan ini bertujuan untuk rnemberikan acuan kepada Bupati atau 
Camal dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang 
APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB 
Desa, 

PANDUAN EVALUASI 

RANCANGAN PERATURAN DESA 
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

: PERATURAN BUPATI WAKATOBI 
NOMOR : 4~ TAHUN 2019 
TANGGAL : 31 - 12 - 2019 
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLMN 

KEUANGAN DESA 

LAMPIRAN V 
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- Sekretaris : Kasi Pemberdayaan MasyarakatDcsa 
- Anggota : Unsur pemerintah kecamatan dan UPT 

Kecamatan terkait 
3) Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang 

memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait 
untuk melakukan evaluasi Rancangan peraturan Desa tentang 
APB Dcsa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan 
APB nesa. 

4) Segala biaya yang dibutuhkan oleh tim evaluasi dalam 
melaksanakan tugasnya dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

2. Dokumen Evaluasi 
a) Dokumen Utama 

1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah 
disepakati bersama BPD; dan/ atau 

2) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa yang 
telab disepakati bersama BPD. 

b) Dokumen Penunjang (alat verifikasi) 
1) Disampaikan oleh Desa 

- Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan 
Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa 
[untuk evaluasi Rancangan Perdes tentang APB Desa], 
berita acara hasil musyawarah, atau 

- Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan 
Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang 
Perubahan APB Desa [untuk evaluasi Rancangan Perdes 
tentang Perubahan APB Desa); 

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM 
Desa); 

- Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 
berkenaan; 

- Dokumen yang relevan [misal, Perdes tentang pembentukan 
dana cadangan, Perdes tentang pendirian BUMDesa, hasil 
analisa kelayakan penyertaan modal BUMDes, dll) 

2) Disiapkan oleh 'Nm Evaluasi 
- Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 
- Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan berdasarkan 

hak asal-usal dan lokal berskala Desa; 
- Peraturan Bupati ten tang Pengadaan Barang/ Jasa di Desa; 

: Camat - Ketua 

D. EVALUASJ 
I. Persiapan Evaluasi 

a) Langkah- Iangkah yang perlu dilakukan dalam pclaksanaan 
persiapan evaluasi, yaitu: 
I) Bupati menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang 

Pendelegasian Evaluasi APB Desa kepada Camat; 
2) Camat Membentuk Tim Evaluasi yang tcrdiri dari: 
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Catatan : Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen 
tidak terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi 
me min ta kepada Pemerintah Desa untuk 
melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung 
kembali setelah dokumen diterima secara lengkap. 

bl E:valuasi kebijakan dan struktur APB OesA/perubahan APB Desa. 

- Langkah 3 

- Langkah 1 
- Langkah 2 

: Pengumpulan dokumen evaluasi; 
: Pencat.atan nornor, tanggal dan kelengkapan 

lampiran semua dokumen; 
: Penelitian dan penganalisian nomor, tanggal 
dan kelengkapan lampiran semua dokumen; 

: Pembandingan tanggal penyampaian semua 
dokumen dengan ketentuan yang berlaku 
tentang bat.as waktu penyampaian dokumen; 

- Langkah 5 : Kesimpulan secara narasi tentang hasil 
langkah 1 s/d 4. 

- Langkah4 

3. Pelaksanaan Evaluasi 
Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahapan, 
yaitu: 
a) Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan 

legalitas: 
1) Evaluasi administrasi dan legalit.as meneliti beberapa hal 

sebagai berikut: 
Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen 
evaluasi; 

- Kepatuhan at.as penyajian informasi dalam Rancangan 
peraturan yang akan dievaluasi; 

- Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam 
Rancangan peraturan yang akan dievaluasi; 

- Kesesuaian Rancangan peraturan yang akan dievaluasi 
dengan teknis penyusunan peraturan Desa. 

2) Langkah-langkah evaluasi: 

- Peraturan Bupati tentang Dana Desa; 
- Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa; 
- Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 

Dacrah; 
- Peraturan Bupati tentang Sat.uan Harga Kabupaten yang 

didalamnya mengatur Standar Harga di Desa; 
- Peraturan Bupati tentang Lingkup Pembangunan Desa; 
- Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah. 
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ARHAWI 

4. Hasil Evaluasi 
Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa 
tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tcntang 
perubahan APB Desa, Tim Evaluasi menyusun laporan basil evaluasi 
yang dituangkan dalam Keputusan Bupati. 
Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan 
analisis terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau 
Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sebagai 
umpan balik kepada pemerintah Desa untuk melakukan 
penyempurnaan atau persetujuan terhadap Rancangan Peraturan 
Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang 
Perubahan ABDesa. Laporan basil evaluasi (LHE) tersebut secara 
garis besar menyajikan informasi mengenai: 
a) evaluasi atas sistem APB Desa atau Perubahan APB Desa, dan 

b) evaluast atas substansi APB Desa atau Perubahan APB Desa. 
Laporan basil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa 
atau Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa 
didistribusikan kepada: 
a) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wakatobi; dan 
b) lnspektorat Daerah Kabupaten Wakatobi. 
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KEPALA DESA . 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketcntuan Pasal .... Pcraturan Daerah 
Kabupaten Nomor Tahun lentang Kepala 
Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB 
Desa); 

b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan 
Anggaran Pcndapatan dan Belanja nesa sebagalmana 
dimaksud dalam huruf a, Lelah dibahas dan discpakati 
bersama Sadan Permusyawarat.an Desa; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan 
Peraturan Desa ...... tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... ; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ientang Keuangan 
Neg,.ua (Le.mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pernbentukan 
Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten 
Kolruca. Utara. di Provinsi SulAwesi Tt>ngg::1111 (Lembaran Negara 
Republik lndoncsia Tahun 2003 Nomor 144, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik lndonesla Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

DENO/\N RAH MAT TUHAN YANG MAHA ES/\ 

PERUBARAN ANGGARAN PENOAPATAN DAN BELANJ/\ DESA 
TAHUN ANOQARAN .. 

TENT ANG 

PERATURAN DESA . 
NOMOR ... TAHUN ... 

KEPAI..A OESA . 
KABUPATEN WAKATOBI 

FORMAT 
PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APB DESA 

: PERATURAN BUPATI WAK.ATOBI 
NOMOR : 42 TAHUN 2019 
TANGGAL 31 - 12 - 2019 
TENTANG : PEDOMAN PENGEWLAAN 

KEUANGAN DESA 

LAMPIRAN VI 
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4. lJndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemer!ntah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nornor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 4846); 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lernbaran 
Negara Republik Indonesian Tahun 2014 Nomor 7, Tamoahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 
Nomor 5587) sebagaimana tetan diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Dcsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 123, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 5539) scbagaimana telah diuban dengan 
Peraturan Pernerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Pcraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tabun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lernbaran Nega:ra 
Republik Indonesia Nomor 6321), 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 168, Tambahan Lernbaran Negara Republik tndonesia 
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengao Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5864); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tcntang 
Pengelolaan Keuaogan Daerah [Lembaran. Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 2 l Tahun 2011 Len Lang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

12. Pel'aturart Mcntcri Dala.m Negeri Nomor 20 1'ahun 201$ tcntang 
Pengelolaao Keuangan Desa (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 611); 

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
'l'ransmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020; 
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Rp . 
Rp . 
Rp . 

Rp . 
Rp .. 
Rp .. 
Rp . 

Rp . 
Rp .. 
Rp .. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ....... sernula berjumlah 
Rp ,- ( rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp ,· ( . 
rupiah dengan rincian sebagai berikut: 

a. Pcndapatan Desa 
1. sernula 
2. ben.ambah/(berkurang) 
Jumlah pendapatan setelah perubaban 

b. Belanja Desa : 
1. semula 
2. bertambah/(berkurang) 
Jumlah belanja setelah perubaha.n 
Surplus/ (Delisit) setetah peruoanan 

c. Pembiayaan Desa 
1. Penerirnaan Pembiayaan 

a) sernula 
b) bertambah/(berkurang) 
Jumlah penerimaan setelah perubahan 

Pasal 1 

KEPALADESA 

MEMUTUSKAN: 
: RANCANGAN PERATURAN DESA ......... TENTANG PE:RUBAHAN 

ANGOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHON 
ANGGARAN . 

Menetapkan 

dan 

Dengan Kesepakatan Bersama 

SADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07 /2018 
tentang Pengelolaan Dana Desa (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838); 

15. Peraturao Daerab Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah [Lembaran Daerah Kabupaten Wa.katobi 
Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Nomor l Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Wakatobi Tahun 2016 Nomor l); 

16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi 
[Lernbaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 l'lomor 5); 

17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Rencana Pembangunan .Jangka Menengah Daerah Tahun 
2016-2021 (Lembaran Oaerah Kabupaten Wakatobi Tahun 
2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 ten tang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Ta.hun 2016-2021 
(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2018 Nomor 
7); 

18. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor Tahun tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dcsa [Berita Daerah 
Kabupaten Wakatobi Tahun Nomor ); 

19. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang ; 
20. dst, ... 
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LEMBARAN DESA TAHUN NOMOR . 

SEKRETARIS DESA .... , 

Diundangkan di . 
pada tanggal 20 . 

Ditetapkan di . 
pada tanggal 20 .. 

KEPALA DESA, 

Pasal 4 
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setlap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Desa ini dalam Lernbaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa. 

Pasal 3 
Kepala Desa menetapkan Pcraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan 
perubahan APB Desa. 

Pasal 2 
Uraian lebib lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal l tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. 

Rp . 
Rp . 
Rp . 
Rp . 

2. Pengeluaran Pembiayaan 
a) semula 
bl bertambah/(berkurang) 

Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a-b] 



Hlcmsetclnwktb 019185 
89 

4 Hu cr rr» ....... ~~-,.---~~~~---·l--'9'---~---4 
'.,..__~~~~~~~~ ....... --,.~~-· 

BUPATl WAKATOBI, 
' 

E'.~~J\r- MP-0-Gli!l'u~.SI ' 
'"'~--1~"'": i~! ~ii-,' SAT ti!-..N t,°6F:JA I :-'-A:~ A, F 
1. 5?,<Z.icr<L.fa r,s- C>a!l.rat, 

KODE SEMULA MENJADI SUMBER REKENING ANG GARAN ANGGARAN '3ERTAMBAH/ DANA 
URAIAN (Ro\ URAlAN (Rp\ BERKURANG) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
a b c a b 

FORMAT 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

PEMERlNTAH OESA . 
TAHUN ANG GARAN . 

LAMPfRAN : PERATURAN DESA . 
NOMOR 
TAHlJN 
TENTANG : PERUBAHAN ANGGARAN PENOAPATAN DAN BELANJA 

DESA TAHlJ.N ANOGARAN .... 
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4. Undang-Undang Nomor 33 1'ahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
[Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

MengingaL 

KEPALA DESA , 
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan PasaJ 3 Peraturan Desa 

...... Nomor .... Tabun .... tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa , perlu menetapkan 
rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
(APB Desa); 

b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dirnaksud 
dalam huruf a, perlu rnenetapkan Rancangan Peraturan Kepala 
Desa ...... tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 
clan Belanja Desa .... Tahun Anggaran ..... ; 

: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kcuangan 
Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten 
Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tcntang Perbendaharaan 
Negara [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor s, Tambuhan Lembaron Negara Republik lndon<'sm 
Nomor 4355); 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ...... 
TAHUN ANGGARAN . 

TENT ANG 

PERATURAN KEPALA DESA . 
NOMOR 'tAHUN . 

KEPALA DESA . 
KABUPATEN WAKATOBI 

FORMAT PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN 
PERUBAHAN APB DESA 

LAMPJRAN VU : PERATURAN BUPATI WAKATOBI 
NOMOR : 4:Z. TAHUN 2019 
TANGGAL a I - 12 - 2019 
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN 

KEUANGAN DESA 
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5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
lnformasi Publik [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Nomor 4846); 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa {Lembaran 
Negara Republik Indonesian Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia. 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran. Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor ll Tahun 2019 ten tang 
Perubaban Kedua Alas Peraturan Pernerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6321); 

9. Peraturan Pernerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang Bersumber darl Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 168, Tarobahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558) sebagaimana telah dlubah beberapa kall, terakhir 
dengan Peramran Pernerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraruran Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran J;l!egara 
Republik Indonesia Nomor 5864); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tabun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri 
Oalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedornan Pcngelolaan Keuangan Daerah (Berna Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

12. Peraturan Menter! Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 611); 

13. Peraturan Mcnteri Oesa, Pembangunan Dacrah Tertingg~, clan 
Transmigrasi Nomor l l Tahun 2019 ten tang Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020; 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07 /2018 
tentang Pengelolaan Dana Desa (Serita Negara. Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nornor 1838); 



Rp . 
Rp . 
Rp . 

Rp . 
Rp ....•........ ,.., 
Rp . 

Rp . 
Rp .. ··············· 

Rp . 
Rp ......•.. , . .,. . 

Rp . 
Rp . 
Rp . 
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Pasal I 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran semula 
bertambah/berk.urang sejurnlah Rp ,· ( rupiah] sehingga menjadi Rp 
...... ,· ( rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 
a. Pendapatan Desa 

l. Pendapatan Asli Desa 
a. semula 
b. bertambah/(berkurang) 

Jumlah PADesa setelah pcrubahan 
2. Transfer 

a) semula Rp . 
b) bertarnbab/(bcrkurang) Rp .. 

Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubabanRp . 
3. Lain-lain penclapatan yang sah 

a) semula 
b) bertambah/(berkurang) 

Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah 
setelah perubahan 
Jumlah Pendapatan setelah perubahan 

b. Belanja Desa 
I. Bidang Penyelenggaraan Pemertntah Desa 

a) semula 
b} bertarnbah/ (berku.rang) 

.lumlah setelah perubahan 
2. Bidang Pembangunan 

a) semula 
b) bertambah/(berkurang) 

Jumlah setelah perubahan 

Menetapkan ; PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 
ANGOARAN PENDAPATAN DAN 88LANJA DESA TAHUN 
ANGGARAN . 

MEMUTUSKAN: 

15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tabun 2010 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi 
Tahun 2010 Nomor l) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tabun 2010 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerab Kabupaten 
Wakatobi Tahun 2016 Nomor l); 

16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi 
(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5); 

17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 
2016-2021 (Lembaran Dacrah Kabupaten Wakatobi Tahun 
2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 
(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2018 Nomor 
7); 

18. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor Tahun tentang 
Pecloman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Wakatobi Tahun Nomor t; 

19. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang ; 

20. dst .... 



Ditetapkan di . 
pada tanggal 20 .. 

KEPALA DESA, 
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SERITA DESA ...... TAHUN ..... NOMOR ...... 

Diunda:ngkan di ..... 
pada tanggal 20 ... 

SEKRETARiS DF;SA .... , 

Pasal 3 
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang 
ditetapkan dalam Peraturan Kepala Oesa ini dituangkan lebih lanjut dalam 
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala 
Urusan dan Kepala Seksi pel.aksana kegiata:n angga.ran. 

PasaJ 4 

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahka.n pengundangan Peraturan 
Kepala Desa ini dalam Serita Desa . 

Pasal 2 

Uraian lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pcndapatan dan 
Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalarn Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini. 

Rp .. 
Rp .. 
Rp . 

Rp . 
Rp . 
Rp . 
Rp . 

Rp . 
Rp , 
Rp . 
Rp . 
Rp . 

Rp . 
Rp . 
Rp . 

Rp . 
Rp . 
Rp . 

3. Bidang pembinaan kemasyarakatan 
a) sernula 
b) bertambah/(berkurang) 

Jumlah setelah perubahan 
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakal 

a) sernula 
b) bertambah/(berkurang) 

Jumlah setelah perubahan 
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan 

M.endesak 
a) semula 
b) bertambah/(berkurang) 

Jumlah setelah perubahan 
Jumlah bclanja setelah perubahan 
Surplus/(defisitl setelah perubahan 

c. Pembiayaan Desa 
1. Penerimaan Pembiayaan 

a] semula 
b) bertambah/(berkurang) 

Jumlah setelah perubanan 
2. Pengeluaran Pernbiayaan 

a) semula 
bl bertambah/(berkurang) 

Jurnlah setelah perubahan 
Selisih Pembiayaan setelab perubahan 
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( ) 

.•••.••...•.•...• , ••................ .xx:x ...•.•.•• 
Kaur I Ka.s, , , , 

Pengeluaran (Rpl 
Nomor Peneriraaan Pengembalian Saldo Ka> No. Tanggal Bukti Uraian dari Kas (Rp) Belanja ke Kas (RpJ 

~arangdan BelanJa De-sa(Rp) 

Jasa Modal 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 
Pindahan Jumlah 
dari halaman 
sebelumnya 

Jumlah 
Total Penerimaan Toial Pengeluaran 

Total Peneelueran < Saldo Kas 

BUKU KAS PEMBANTU KEOIATAN 
DESA KECAMATAN . 
TAHUN ANGGARAN , . 

1. Buku Kas Pembantu Kegiatan 

FORMAT BUXU PEMBANTU KEGIATAN 

: PERATURAN BUPATI WAKATOBI 
NOMOR : 42 TAHUN 2019 
TANGGAL 31- 12 - 2019 
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN 

KEUANGAN DESA 

LAMPIRAN XI 
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BUPATI WAKATOBl, 

( ) 

................. , xxx . 
Kaur/Ka., .. 

ama ce,a an: ...................................... 

Penerimaan 
Nomor Bukn Saldo Kas No. Tanggal Nomor Bukti Uraian Barang/ Setor ke Kas 

Uang (Rp) Tenaga Desa (Rp) 
[Volume] 

1 2 3 <I 5 6 7 8 
Pindahan 
µum1a11 dari 
halaman 
sebelurnnya 

Jumlah 

Total 

N K . t 

BUKUPEMBANTU KEGIATAN PENERIMMN SWADAYA MASYARAKAT 
DESA KECAMATAN . 
TAHUN ANGGARAN . 

2. Buku Pembantu Kegiatan Penerimaan Swadaya Masyarakat 
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BUPATI WAKATOBI, 

( ) ..................................... 

Telah dibayar lunas 
Kaur Keuangan, 

Disetujui untuk 
dJbayarkan 

Kepala Desa, 

( ) 

Kaur/ Kasi . 

............. , ...... 20 .... Telah dilakukao 
verifikasi 

Sekreraris Desa, 

PAGU PENCAIRAN PERMINTAAN JUMLA}J SISA 
No URAIAN ANGCARAN S.D. YG LALU SEKARANG SAMPAI SMT DANA 

(Rp) (Rp) (Rp) !NI (Rp) (Rp) 

1 2 3 4 5 6 7 

JUMLAH 

Bi dang 
Sub Bidang 
Kegiatan 
Waktu Pelaksanaan 

SURAT PERMINTMN PEMBAYARAN ( SPP) 
DESA KECAMATAN .. 

TAHUN ANGGARAN . 

2. FORMAT SURAT PERM!NTAAN PEMBAYARAN (SPP) 
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ANCOARAN REALISASJ SUM BER KODE ~EKENJNO URAIAN ,\NGOARAN {Rpl (RPI DANA 

I 2 3 4 5 6 
a B c a b e d 

4 PENDAPATAN 
4 I PADcsa 
4 l J Hasil uaaha 
4 I I ... <Obyek l'endapatan> 
4 2 Tran,rer 
4 2 l Dana Dcsa 
4 3 Pendapatan !am-lain 

4 J I Penenmaan clan Hasal ICcr)ll!lam• 
IAnt:ar Desa 

4 3 l .... <Obyek Pt:ndapatan> 
kl,,1... 
IJUMLAH P£NOAPATAN 

5 BEI../\NJA 

I Penyc!enggaraan Perncnntahan OeM 
Penyelcngganan Belanj1 

I I Penghrunlan Tetap, TuJ\jangan dan 
j<>pcrasional Pemerintahae Desa 

I l 01 Penyediaan Pcnghlllilan Tetap <Ian 
tfuruanoan Keoala Oe$a 

1 l 01 5 I Bel""'a PegilwaJ 
Penghaouan Tetap 8, TUnjangan 

I l 01 5 l t Kepala~ 
t l 01 s 1 l ... < Rincian Obyck BelanJa> 

!l.drmn.istrasJ Kt!pendudukan. 
l 3 flcncatatan Siptl, suuiscik clan 

Kearsipan 
Pclayanan administntS1 umum dan 

I 3 01 kependudukan (Surat Pcngantar/ 
f\'.layaoan KTP. Kartu Kc!uarga. dJQ 

I 3 01 5 2 Bel"t\la Sarang dan Jasa 

l 3 01 s 2 2 Bel3t1Ja Jasa Honoranum 
<Rinc1an Obyek Belarua> 

2 Pclaksanaan Pembangunan Desa 
2 I Pendidikan 

Pen,.bangunan/Rehabal1tasi/ 

2 I OS Peningkatan Sarana Prasarana 
Pel"puahl.kaan/T-.man Bncaan 
Deaa/Saneg;,r Belajar 

2 I 05 5 3 BeianJa Modal 

05 5 J 4 Belanja Modal Gedung dan 2 I Bangunan 
2 I 05 5 3 4 < Rmoa.n Obyek Belanja> 

Penancgulangan Bencana, Keadaan 
5 Darurat dan Mendesalc 

LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DE:SA 
SEMESTER PERTAMA 

PEMERINTAH DESA . 
TAHUN ANGGARAN . 

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DESA SEMESTER PERTAMA 

PENGELOLMN 

LAMPlRAN XV : PERATURAN BUPATI WAKATOBI 
NOMOR : 42 TAHUN 2019 
TANGGAL : $1 - 1.2 - 2019 
TENTANG : PEDOMAN 

KEUANGAN DESA 
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BUPATI WAKATOBl, 

( ) 

KEPALA DESA, 

................ , xxx . 

5 l PenanggulanganBencana 
5 I DO 5 4 Penanggulangan Bencana 
2 l 00 5 4 Bclanja Tak Terduga 
2 l 00 5 4 00 Belanja Tak Terduga 
2 I 00 s 4 00 00 Belanja Tak Terduga 

dst 
JUMLAH BELANJA 
SURPLUS /(DEFISIT) 

6 PEMUIAYAAN 
6 I Penerima.an Pembi.ayaan 
6 l J SiLPA Tahun Sebelumnya 
6 I I l SiLPA Tahun Sebelurnnya 
6 2 Pengeluaran Pembiayaan 
6 2 I Pembentukan Dana Cadangan 
6 2 2 J Pcmbentukan Dana Cadangan 

dst 
SELISJH PEMBl.l\YAAN 



x 
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x 
x 
x 
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x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
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halaman 
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x 
x 
x 
x 
x 
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l Laporaa Realisasi APBDes 
II Cacatan Atas Laporan Keuangan 

A. lnformasi Umum 
B. Dasar Penyajian Laporao Keuangan 
C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran 

1 Rekonsiliasi SILPA dan Kas 
2 Pendapatan Asli Desa 
3 Dana Desa 
4 Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah 
5 i\lokasi Dana Desa 
6 Bantuan Keuangan Propinsi 
7 Bantuan Keuangan Kabuparen/kota 
8 Pendapatan Lain Iain 
9 Belaja Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa 
# Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 
H Belanja, Bidang Pembinaaa Kemasyaxatan Desa 
II BelanjaBidang Pcmberdayaan Kemasyaratan Desa 
tt Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat da.n Mendesak Desa 
II Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonoml 
# Belanja Desa dalam Klasi6kasi Sub Bidang [Fungsi] 
# Pcmbiayaan 
# Aset Desa 
ff Penyertaan Modal Desa 
ff ..•••.•• 

Lempiran 
Lampiran l · Rincian Aset Tetap Desa 
Larnpiran 2 · . 

Dafter lsi 

Laporan Keuangan 
Pemerintah Desa . 
Kecamatan . 
Kabupaten . 
Tahun Anggaran 20 . 

1. FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REAL1SAST APB DESA 

PENGELOLAAN 

LAMPIRAN XVI : PERATURAN BUPATI WAKATOBJ 
NOMOR : 4:z. TAHUN 2019 
TANGGAL ~I - (2. - 2019 
TENTANG : PEDOMAN 

KEUANGAN DESA 
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Lihat, Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Japoran keuangan 

PENDAPATAN 
Pendapatan Asli Desa C.2 xxx.xxx xxx.xxx JOO( 

Pendapatan Transfer 
Dana Desa C.3 XXX.,XXX xxx.xxx XX.'C 
Bagian dr hasil pajak dan Retribusi 
Dae rah C.4 xxx.xxx X.XX.>CXX xxx 
Alokasi Dana Desa C.5 XXX,X.."<X XXX.X.'CX xxx 
Banruan Keuangan P:r:opinsi C.6 X.X....""C,X."QC xxx.xxx xxx 
Bantuan Keuangan Kabupalen/kota C.7 xxx.xxx xxx.xxx xxx 

Pendapatan Lain lain C.8 XX."t.XX.""'<. XXX.,X.X.'( xxx 
JUMLAH PENDAPATAN x.xxx .. xxx x.xxx.xxx x.xxx 

BELANJA 
Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa C.9 dan ClS xxx.xxx xxx.xxx XX.'C 

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa C.10 dan C15 xxx.xxx xx:x . .xxx xxx 
Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa C.lldan ClS XX.'C.XXX xxx.xxx xxx 
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa C.12 dan ClS xxx .xxx xxx.xxx xxx 
Bidang Pcnangulangan Bencana, Keadaan 
Darurat dan C.13 dan C15 xxx. X.."O<. XXX,XX.."'C Xl<X 

Mendcsak Desa 

JUMLAH BELANJA C.14 x.xxx.xxx x.xxx.xxx x.xxx 
SURPLUS/ (OEFISIT) xx.xxx xxxxx xx 

PEMBIAYAAN C.15 
Penerimaan Pembiayaan xxx.xxx ,CX,.'IC.XX.X xxx 
Pengcluaran Pembiayaan xxx.xxx xxx.xxx xxx 

PEMBIAYAAN NETTO xx.xxx xx.xxx xx 
STLPA TAHUN BERJALAN xxx xxx xxx 

kurang 
Realisasi Ref 

(Lebib)/ 

LAPORAN REALISASI APB DESA 
PEMERJNTAH DESA ......•....... 

Kecamatan . 
Kabupaten . 

TAHUN ANGGARAN 20 . 

2. FORMAT LAPORAN PER'l'ANGGUNGJAWABAN REALISASJ APB DESA 
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(Lebih)/ 
Anggaran Realisasi 

kurans 

Tabap 1 XXX.X.'XX X.'C,..;X.XXX xxx 

Tahap2 xxx.xxx xxx. xxx xxx 
xxx . .xxx XXXJOO< xxx 
xxx.xxx xxx.xxx xxx 

4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah 
Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah 
adalah sebagai berikut : 

Angga.ran Realisasi (Lebih)/ 
kurang 

Tahap l X,'{X.)CXX ~"C."<...'t.XXX xxx 
Tahap 2 xxx.xxx xxx.xxx xxx 

xxx .. xx:x xxx.xxx xxx 

3. Dana Desa 
Dana Desa merupakan penerimaan desa yang dJperoleh dari APBN. Jumlah 
penerimaan Dana Desa selama tabun anggaran 20xl adalah sebagai berikut: 

XXX,lOO< 

xxx.xxx 
XXX.X,'C< 

XlO(.JCO( 

X,'O\'..XXX 

xxx.xxx 
xxx.xxx 
XXX.lOO< 
xxx.xxx 

xxx.xxx 

Pendapatan Asli Desa terdiri dari: 
a. Hasil Usaba 
b. Hasil Asel 
c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royoog 
d. Lain-lain PADesyang sah 

{Lebib)/ 
kurang Anggaran isasi 

Xxxx Saldo Kasper 31 Desembc:r 20xl 

2. Pendapatan Asli Desa 
Peodapatan Asli Desa terdiri dari: 

XX."( 

(xxx) 

xxx 

1 . Kepala Desa : . 
2. Sekretaris Desa : .. 
3. Bendahara Desa : .. 

Kantor Pemerintahan Desa beralamae di , Desa , Kecamatan 
...... , Kabupaten . 

B. Dasar Penyajlan Laporan Keuangan 

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesua.i basis kas dengan 
dasar harga peroleban. Pendapatan dicatat pacla. saat kas diterima di Bank atau Kas clan 
Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif. 

C. Rincian Pos Laporan Keuangan 
1. Rekonsiliasi SILPA clan Kas 

SILPA tahun anggaran 20xl 
Mutasi Potongan Pajak 
• Saldo Awai Periodc Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas 

Negara 
Penerimaan Potongan Pajak tabuo anggaran 
berjalan 

· Setoran Pajak ke Kas Negara sela.ma tahun anggaran berjalan 
Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas 
Negara 

Pemcrintah Desa .... merupakan desa di Kecamatan , Kabupaten .. ... Sesuai dengan 
Keputusan Bupati No Tanggal , saat ini kepengurusan 
Pemerintahan Desa . 

A. lnfonnasi Umum 

3. FORMAT LAPORAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Desa ... , Kecamatan ....• 
Kabupaten .... Tahun Anggaran 20xl 
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Anggaran Realisasi (Lebi.h)/ 
kuran!l. 

Bclanja Pegawa] 
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa X.'<X.X:XX xxx.xxx xxx 
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkar 
Des a X,CX.X,."{X xxx.xxx JOO< 

Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat 
Desa xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Tunjangan BPD xxx.xxx xxx.xxx xxx 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Belanja Barang dan Jasa 
Bclanja Barang Perlengkapan Kantor xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Belanja Jasa Honorarium xxx.xxx xxx.xxx X.'OC 

Belanja Operasiooal Aparatur Desa xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Belanja J asa Sewa XXX.XX.'< xxx.xxx xxx 
Belanja Operasional Perkantoran xxx.xxx xxx.xxx X.'t.X 

Belanja Pemeliharaan xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Belarljil Baca.ng dn.n Jtt.s.a ye..ng Diucruhlcan kepada 
Masyarakat xxx.xxx X."O{.XXX xxx 

xxx.xxx xxx.xxx XX.'C 

Belanja Modal 
Belanja Modal Pengadaan Tanah xxx.xxx X.."<X.X..""tX xxx 
Belanja Modal PeraJatan, Mcsin, dan Alat Berat X,....'"X,..XXX >OCX.X.'<.X xxx 
Belanja Modal Kendaraan xxx.xxx xxx.xxx XX."<. 

14. Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi 
Jumlah bclanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berilrut ~ 

(Lebih)/ 
Anggaran Realisasi 

kurang 
xxx.xxx xxx.xxx xxx 
xxx.xxx xxx.xxx xxx 
xxx.xxx xxx.xxx xxx 

13. Belanja-Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa 
Selama tabun anggaran 20xl, Pemerintahan Desa roelakukan penanggulangan 
bencana clan keadaan darurat sebagai berikut l 

Anggaran Rcalisasi (Le bib)/ 
kurang 

Belanja Barang dan Jasa xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Belanja Modal XXX..)(.X...-X xxx.xxx )00( 

xxx.xxx xxx.xxx X.-X.'< 

12. Belanja-Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 
Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari : 

xxx.xxx 

xxx 
xxx 

X.X.."'C,X.-XX 
X.'<X.XXX 

xxx.xxx 
!'LX..1'.X.'<..X 

Belanja Barang dan Jasa 
Belanja Modal 

kurang 
Realisasi Anggaran 

(Lebih)/ 

11. Belanja-Bidang Pembinaan Kcmasyarakatan Desa 
Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyara.katan Desa terdiri dari : 

(Lebih)/ 
Anggaran Realisasi 

kurang 
Belanja Barang dan Jasa xxx.xxx xxx.xxx X.'<X 

Belanja Modal xxx.xxx xxx.xxx X.'O< 

Xl!X.XXX 2CC{,XXX xxx 

10. Belanja-Bidang Pembangunan Desa 
Belanja untuk Bidang Pcmbangunan Desa terdiri dari : 
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Belanja Modal Gedung dan Bangunan xxx.xxx xxx.xxx xxx 
BeJanja Modal Jalan xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Belanja Modal .Jembatan xxx.xxx X.'IQ{.XX.'( xxx 
Belanja Modal lrigasi/ Embung/ Air 
Sungai/Drainase xxx.x:xx xxx.xxx xxx 
Belanja Modal Jaringan/lnstalasi xxx .. xxx XXX,J(.X.X xxx 
Belanja Modal lainnya xxx.xxx xxx.xxx xxx 

XlCX.XX.X xxx.xxx xxx 

15. Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi) 
Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonom.i adalah sebagai berikut ~ 

(Lebih)/ 
Anggaran Realisasi 

kurang 
Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa 
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja 
Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional 
Pemerintahan Desa xxx..xxx xxx.xxx xxx 
Sub Bidang Sarana clan Prasarana Pcmcrintahan 
Des a xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Sub Bidang Administrasi Kependudukan. 
Pencatatan Sipil, Statisti.k dan Kearsipan xxx.xxx X.'OC.XXX )OOC 

Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, 
Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Sub Bidang Pertaoahan !<.X,.X.X.XX xxx.xxx xxx 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Bidang Pembangunan Desa 
Sub Bidang Pendidikan XX..'C,XJC.X X."<.X.X.."<.X xxx 
Sub Bidang Kesehatan XX,;'(.XX.'C xxx.xxx xx.x 
Sub Bidang Pekcrjaan Umum dan Penataan 
Ruang xxx.xxs xxx.xxx X.'OC 

Sub Bidang Kawasan Permukiman lOCX.XXX xxx.xxx xxx 
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup xxx.xxx xxx.xxx ,00< 

Sub Bidang Perbubungan, Komunikasi dan 
lnformatika XXX-,X.X..'"( xxx.xxx xxx 
Sub Bidang Energi dan $umber Daya Mineral XX.'I.X.'I.X xxx.xxx Xxx 
Sub Bidang Pariwisata ,CXX.lQO( xxx.xxx xxx 

:'00<.XXX xxx.xxx xxx 
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum 
dan Perlindungan Masyarakat xxx.xxx xxx ... x..x...x xxx 
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga XXX,XX.X xxx.xxx xxx 
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat xxx.xxx xxx.xxx xxx 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Belanja • Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
Desa 
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan X..""OC,XX..X XX.'I .X)C'( xxx 
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur 
Desa xxx.xxx X.'O(.X.XX xxx 
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, 
Perlindungan Anak dan Keluarga xxx.xxx XXX,X:..'(...""{ X.'C{ 

Sub Bidang l<.operasi, Usaha Mikro Kecil dan XX..,X.X.'D( )00(,XJ(X XX.'t 

Menengah (UMKMJ XXX-~ xxx.xxx XX."C 

Sub Bidang Dukungan Pcnanarnan Modal xx .. x.xxx xxx.xxx xxx 
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian xxx.xxx xxx.xxx xxx 

,OOC.,OCX. xxx.xxx "-"" 
Belanja > Bidang Penangulangan Bencana, 
Keadaan Darurat dan Mendesa!< Desa 
Sub Bidang Penanggulangan Beneana X..X.'C..X:XX xxx.xxx xxx 
Sub Bidang Keadaan Darurat :,ot."X,XXX xxx.xxx J(JC.'( 

Sub Bidang Keadaan Mendesak. xxx.xxx xxx.xxx xxx 
lCXX,XXX XXX,X.'t.X X.'(J( 
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BUPATl WAKATOBI, 

Pcnambahan) 

20 ..... 20 .... I 
Pengurangan 

BUMDes .... X.'C..X,X.."<X xxx.xxx XX.JC 

BUMDes .... xxx.xxx xxx.xxx lC.'CX 

xxx.xxx xxx.xxx xxx ................. 
XXX.JC)(X X:XX,XX.."IC: xxx 

18. Penyertaan Modal Desa 
Penyertaan Modal desa pada BUM Desa adalah sebagai berikut ~ 

(Lcbih)/ 
Anggaran Realisasi 

kurang 
Penerimaan Perobiayaan xxx.xxx JC.XX. XX.'< xxx 
Pengeluaran Pembiayaan xxx.xxx XXX • .lOOC XX.'< 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Penerimaan Pembiayaan terdiri dari: 

Silpa tahun anggaran sebelumnya xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Pencairan dana cadangan XX..'X.X:XX X:."C."C .. X.."C...X xxx 
Hasil penjualan kekayaan desa yang 
dipisahkan xxx.xxx xxx.xxx xxx 

xxx.xxx xxx.xxx lOO< 

PcngeluaranPembiayaan terdiri dari : 
]. Pernbentukan Dana Cadangan XXX,:<XX JtXX,XXX xxx 
2. Penyertaan Modal Oesa xxx.xxx XXX.X-"<X xxx 

xxx.xxx xxx.xxx X)C.X 

17. Aset Desa 
Perolehan aset desa adalah sebagai berikut ; 

Penamb 
ahao)/ 

20 ..... 20 .... Pengura 
ngan 

Tan ah xxx.xxx X..X.."'<.,:OCX xxx 
Peralatan, Mesin, dan Ala; Berat xxx.xxx xxx.xxx XX.JC 

Kendaraan XXX.XX...'C XXX.XX.'IC xxx 
Gedung dan Bangunan lC.'CX.lC.X.'C xxx.xxx xxx 
Jalan xxx.xxx XXX.lOQC xxx 
Jembatan xxx.xxx XXX,XX..,,'t. xxx 
lrigasi/Embung/ Air Sungai/Drainase X.'OC.XX.."'{ xxx.xxx xxx 
Jaringan/ lnstalasi lC.'<X.XXX xxx.xxx lOOC 

Aset Tetap lainnya xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Konstruksi dalam Pengerjaan xxx.xxx XXX,XX.'C xxx 

,C,.,CX,XX.X xxx.xxx xxx 

16. Pembiayaan 
Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 20 .... adalah sebagai berikut _. 
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(Lebihj/ 
Anggarnn Realisasi 

kurang 
Belanja Pegawal XXX,100< xxx.xxx xxx 
Belanja Barang dan J asa XJ<'XJO(l( xxx.xxx xxx 
Belanja Modal xxx.xxx XXX,lOO< xxx 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 

9. Belanja-Bidang Pcnyelenggaraan Pemerintahan Desa 
Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerlnlahan Desa lerdiri dari: 

ILebihJ/ 
Anggaran Rca!isasi 

kurans 
Tahap 1 X.'O(,JOCX XX.'<..X:X....X xxx 
Tahap 2 xxx.xxx xxx.xxx xxx 

XX."'t.XX.'"<. lOCX.JCO< xxx 
lO<X.XXX xxx.xxx JOCX 

8. Pendapatan Lain-lain 
Pendapatan lain-lain terdiri dari I 

(Lebib)/ 
Anggaran Rcalisasi 

kurans 
Penerimaan dari hasil kcrjasama antar Desa xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Penerimaan dari hasil kerjasama Desa dengan 
pihak ketiga X..'OC..,XX...'{ xxx.xxx JOCX 
Penerimaan dari banruan perusahaan yang 
berlokasi di Desa xxx .XX.'( xxx.xxx xxx 
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga xxx.xxx X.'OC. xxx xxx 
Koreksi kcsalaban bclanja tahun-tahun 
anggaran sebelumnya yang mengakibatkan 
penerimaan di kas Desa XXX,X.XX xxx.xxx xxx 
Sunga Bank XXX,X:."'{X X."CX ... X..X.X xxx 
Lain-lain pendapatan yang sah lt.XX.10\.'X xxx ... xxx xxx 

xxx.xxx XXX,XX.'C XX."( 

7. Bantuan Keuangan Kabupaten 
Penerimaan Desa yang berasal dari Bantunn Keuangan Kabupaten .. ..... ru!!!JM 
sebagai beriku l : 

(Lcbib)/ 
Anggaran Rcalisasi 

kurans 
)Otl(.XX,'I XX.'l,lOO< XX>( ........... XX,"( .. X:X.X X.XX.JOCX xxx 
XX,C,JOCX xxx.xxx xxx 
X."'OC..XXX xxx.xxx X..'CX 

6. Baotuan Keuangan Provinsi 
Penerimaan Oesayang berasal dari Banruan Keuangan Provinsi ....... adalah sebagai 
berilrut: 

(Lcbih)/ 
Anggaran Realisasi 

kurans 
........... xxx.xxx xxx.xxx xxx ........... xxx .. xx..,c. XXX..'O<X 200( 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 
XXl(,JOOC XXJ(.JOCX xxx 

5. Alokas! Dana Desa (ADD) 
Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasr Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut : 


